BAB IV
PENDAPAT ULAMA BANJAR TERHADAP PERSOALAN-PERSOALAN

PERKAWINAN ISLAM DI KALIMANTAN SELATAN

A. Akad Nikah tidak Tercatat secara Resmi di Hadapan Pegawai Pencatat
Nikah
1. Hukum Akad Nikah tidak Tercatat

Menurut ulama Banjar selama akad nikah yang diselenggarakan mencapai
atau memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan maka hukum akad tersebut
adalah sah. Kendatipun akad nikah yang diadakan tidak tercatat secara resmi baik
di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat
Nikah (PPPN), tidak mempengaruhi hukum sahnya pernikahan yang telah
dilaksanakan. Mereka menyebutkan rukun-rukun yang mesti dipenuhi dalam akad
nikah adalah calon mempelai laki-laki dan perempuan yang bersepakat untuk
membina rumah tangga, adanya wali calon mempelai perempuan yang rida atas
pernikahan anaknya, adanya dua orang saksi yang cakap dan adil serta diakhiri
dengan pengucapan ijab kabul yang jelas dan dapat didengar oleh saksi.

Rukun akad nikah tersebut menurut Ulama Banjar dinyatakan dalam
berbagai kitab fikih yang dipelajari di berbagai pondok pesantren dan di dalam
kajian-kajian keagamaan di masyarakat Banjar. Beberapa kitab yang disebutkan
seperti kitab Hashiyat al-Bayjuri, Fath al-Mu ‘in, Hashiyat 7‘anat al-Talibin,
Kifayat al-Akhyar, Fath al-Wahhab, Tuhfat al-Muhtaj, Minhaj al-Talibin.

Beberapa kitab ini merupakan referensi yang masuk dalam jaringan atau lingkar
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mazhab al-Shafi‘i yang tampaknya juga menjadi referensi primer dan populer
digunakan di berbagai pondok pesantren dan masyarakat Muslim di Indonesia.

Di samping itu ada pula di antara ulama Banjar menambahkan penjelasan
dari kitab-kitab yang bentuknya perbandingan antar mazhab dalam hukum Islam.
Beberapa kitab yang dimaksud seperti kitab Bidayat al-Mujtahid, Kitab al-Figh
‘ala Madhahib al-4rba ‘ah, Figh al-Sunnah dan al-Figh al-lslami wa Adillatuh. *

Rukun akad nikah yang disebutkan di atas menurut ulama Banjar ditulis
oleh para ulama yang memiliki kualitas dan kredibilitas yang tinggi, sehingga
pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam berbagai kitab itu pun tidak
diragukan lagi. Namun perlu pula disebutkan bahwa referensi-referensi di atas
khususnya dalam lingkar mazhab al-Shafii ditulis oleh para ulama yang hidup
pada abad ke 7 H sampai abad 14 H. Hal ini dapat dilihat misalnya kitab Minhaj
al-Talibin ditulis seorang ulama terkemuka dari mazhab al-Shafi‘i yaitu Imam al-
Nawawi yang lahir pada tahun 631 dan wafat pada tahun 676 H.? Penulis kitab
Tuhfat al-Muhtgj lahir pada tahun 723 sampai 804 H,® penulis kitab Kifayat al-
Akhyar lahir pada tahun 752 sampai 829 H,* penulis kitab Fath al-Wahhab lahir

tahun 823 sampai 926 H, ° penulis kitab Fath al-Mu ‘ih merupakan ulama abad ke-

! Di antaranya lihat Ibn Rushd, Bidayah al-Muijtahid, 530-534. Lihat juga Sabig, Figh al-Sunnah,
Vol. 11, 124-126, 142-143.

2 Muh al-Din Abi Zakariya Yahya ibn Sharf al-Nawawi, Minhaj al-Talibin wa ‘Umdat al-Muftin
(Beirut-Lebanon: Dar al-Minhaj, 2005), 9 dan 14.

® Ibn al-Mulagin, Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj, Vol. | (Makkat al-Mukarramah: Dar
Hara’, 1986), 12 dan 57.

* Taqi al-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husni al-Husayni al-Dimashgi, Kifayat al-Akhyar fi
Halli Ghayat al-1khtisar fi al-Figh al-Shafi 7 (Damaskus-Suriyah: Dar al-Basha’ir, 2001), 9-10.

> Zakariyya ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Zakariyya al-Ansari, Fath al-Wahhab bi Sharh Minhaj
al-Tulab, Vol. I (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-‘IImiyah, 1998), 3.
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10 H,® dan kitab Hashiyat al-Bayjuri selesai ditulis pada tahun 1258 H' serta
penulis kitab Hashiyah 7‘anat al-Talibin merupakan ulama yang wafat pada awal
abad ke- 14 H atau pada tahun 1300 H. ®

Kitab-kitab di atas ditulis bertepatan dengan masuknya masa kemunduran
pemikiran hukum Islam yang diawali dari runtuhnya dinasti Abbasyiah.
Kendatipun setelah itu kerajaan Ottoman Turki Usmani berdiri, tetapi perpecahan
umat Islam tersebut berdampak timbulnya masa taklid di antara para ulama.’
Begitu juga walaupun di antara ulama di atas seperti Imam al-Nawawi adalah
ulama terkemuka mazhab al-Shafi‘i, tetapi ia adalah ahli tahqiq dan ahli tarjih
terakhir dalam mazhab al-ShafiFi.’? Setelah itu dan terlebih sejak abad ke-10 H
tidak diperbolehkan lagi kepada seorang ahli untuk berijtihad walaupun hanya
untuk melakukan tarjih. Pada masa ini timbul seruan untuk cukup menggunakan
referensi-referensi yang ada untuk menjawab permasalahan hukum Islam.™
Dampaknya tidak ditemukan lagi ulama-ulama yang berijtihad kecuali seputar
membuat penjelasan yang lebih rinci dari kitab terdahulu (sharh) atau membuat
kutipan-kutipan pada redaksi-redaksi tertentu (hashiyah) pada Kkitab-kitab

sebelumnya.

® Ahmad Zayn al-Din ibn ‘Abd al-‘Aziz al-Malibari, Fath al-Mu ‘/n bi Sharh Qurrat al-‘Ayn bi
Muhimmat al-Din (Beirut-Lebanon: Dar ibn Hazm, 2004), 5.
” Al-Bayjari, Hashiyat al-Shaikh Ibrahim al-Bayjuri, Vol. 11, 746.
8 Abli Bakar ibn Sayyid Muhammad Shata al-Dimyafi. Hashiyah /‘anat al-Talibin ‘ala Halli al-
Faz Fath al-Mu ‘in li Sharh Qurrat al- ‘Ayn bi Muhimmat al-Din, Vol. IV (t.t.: Dar Ihya al-Kutub
al-‘Arabiyah, t.th.), 570.
% Lihat dalam Abu Ameenah Bilal Philips, Asal-usul dan Perkembangan Figh: Analisis Historis
atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi, terj. M. Fauzi Arifin (Bandung: Nusamedia, 2005), 145-
153. Lihat juga Philip K. Hitty, History of the Arabs, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi
Slamet Riyadi (Jakarta: Serambil llmu Semesta, 2005), 616.
i’ Khudari Bik, Tarikh al-Tashri* al-Islami (t.t.: Dar al-Fikr, 1967), 314.

Ibid.
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Di antara beberapa kitab di atas menunjukkan dirinya ada yang menjadi
sharh dan adapula yang menjadi hashiyah. Adapun dua kitab hashiyah yaitu
Hashiyat al-Bayjuri dan Hashiyah I‘anat al-Talibin®? ditulis pada masa seruan
untuk berijtihad kembali atau diperkirakan pada masa Muhammad ‘Abduh (1849-
1905 H atau 1265-1323 H),™ tetapi masa taklid ini tampaknya mempengaruhi
jiwa para ulama yang memakan waktu sampai berabad-abad sehingga pola pikir
masa sebelumnya juga membekas pada pemikiran ulama tersebut bahkan sangat
dimungkinkan sampai sekarang.

Kendatipun demikian, hukum positif Islam Indonesia melalui Instruksi
Presiden Rl Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tampaknya
juga terinspirasi dari pendapat-pendapat para ulama lingkar mazhab al-Shafi‘i
yang menentukan lima hal yang menjadi rukun akad nikah. Namun ada perbedaan
di antara keduanya bahwa Kompilasi Hukum Islam menyatakan akad nikah harus
dicatat di hadapan pejabat yang berwenang. Hal ini didasari pertimbangan-
pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat Muslim
Indonesia.

Selanjutnya ulama Banjar mengemukakan dasar-dasar dari rukun akad

nikah yaitu ada yang bersumber dari al-Qur’an ada pula berdasarkan hadis.

12 Menurut Ash-Shiddieqy dua kitab di atas dan termasuk pula kitab fath al-mu ‘i dan al-tahrir
serta yang lainnya sebagai kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang bertaklid, sehingga
masyarakat yang banyak menggunakan kitab-kitab tersebut sebagai referensi sebenarnya bertaklid
kepada ulama yang bertaklid. Lihat Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Vol. |
(Bandung: Bulan Bintang, 1975), 164-165.

13 Philips, Asal-usul, 156.
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Misalnya tentang calon mempelai laki-laki dan perempuan yang salah satunya
menurut Guru Bakhiet'* didasarkan dari al-Qur’an, 51: 49 yang tertulis :
0985 WS (g Ll 5 5 IS g
“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat kebesaran Allah”.
Adanya dua orang saksi misalnya menurut Guru Danau™ didasarkan pada

al-Qur’an, 65: 2 yang tertulis :
el 83lg 2l 1sadly (Son Jue (593 1ggy

“... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu
dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...”

Ulama Banjar lainnya seperti Guru Nursyahid*® pun menambahkan bahwa
di samping pentingnya dua orang yang dijadikan sebagai saksi akad nikah, juga
wajib dihadiri oleh wali. Hal ini menurut Guru Nursyahid karena berdasarkan

hadis Nabi yang menyatakan kewajiban tersebut sebagaimana tertulis:

Hdas sty g V) £SO

“Tidak sah suatu akad nikah kecuali adanya wali dan dua orang saksi yang

adil”.

% Guru Muhammad Bakhiet, Wawancara, Kitun-Barabai, 13 Desember 2015.

> Guru Asmuni (Guru Danau), Wawancara, Danau Panggang-Hulu Sungai Utara, 14 Desember
2015.

16 Guru Nursyahid Ramli, Wawancara, Banjarmasin, 10 Desember 2015.

Y Al ibn ‘Umar al-Daruqutni, Sunan al-Daruqutni , Vol. IV (Beirut-Lebanon: Mu’assasat al-
Risalah, 2004), 313, 315, 322 dan 324. Di dalam Sahih al-Bukhari hadis di atas merupakan judul
bab yang tertulis “ A ¥ z\&Y JB& e U7, Lihat Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Vol. V, 1970.
Namun dalam Sunan Abu Dawd, Ibn Majah dan Tirmidhi termasuk hadis. Salah satunya lihat Al-
Azdi, Sunan Abi Dawd, Vol. Il, 392. Adapun berkaitan dengan saksi disebutkan dalam Sahih al-
Bukhari “cpalid s #1850 0¥, Lihat al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Vol. 11, 937. Saksi disebut
sebagai bukti “4iw Y] #1SY”, Lihat Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Tsa ibn Sawrah, al-Jami ‘ al-Sahih wa
Huwa Sunan al-Tirmidhi, Vol. ll1 (t.t.: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1968), 403.
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Selanjutnya tentang ucapan ijab qabul didasarkan juga oleh Guru

Bakhiet'® dari sebuah hadis Nabi yang tertulis :
1A aalSy g p alloezaly 1 OLL skl SGB sl 3 ) 15w

“...maka takwalah kepada Allah dalam urusan perempuan sesungguhnya
kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan mereka dengan
kalimat Allah...”

Menurut ulama Banjar berdasarkan dalil-dalil itulah para ulama penulis
kitab menentukan unsur-unsur yang menjadi rukun akad nikah. Rukun-rukun ini
menurut mereka memiliki dasar yang kuat baik dari al-Qur’an dan hadis Nabi.
Namun apabila dipahami dari gaya ulama Banjar dalam menjelaskan rukun akad
nikah yang beranjak dari pendapat ulama dalam berbagai kitab dan baru kemudian
menjelaskan dari al-Qur’an dan hadis, tampaknya mengisyaratkan bahwa rukun
akad nikah ini adalah hasil ijtihad para ulama yang bersumber pada kedua sumber
hukum tersebut (al-Qur’an dan hadis). Disebut demikian karena baik dalam al-
Qur’an ataupun hadis tidak ditemukan kelima unsur akad nikah itu disebutkan
secara eksplisit dan menyatu dalam sebuah redaksi. Di samping itu jika melihat
kembali pada beberapa pendapat ulama tentang rukun akad nikah, masing-masing
ulama memiliki rumusan yang berbeda. Ada yang menyatakan rukun akad nikah
hanya dua, tiga, empat atau lima dan kesamaan di antara para ulama hanya pada

ijab kabul yang ada pada pendapat masing-masing ulama. %

'8 Guru Muhammad Bakhiet, Wawancara.
19 Al-Naysabri, Sahih Muslim, 558.
20 |_jhat kembali pendapat ulama mazhab tentang rukun akad nikah pada bab dua sebelumnya.
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Berdasarkan hal tersebut rukun akad nikah ini adalah murni sebagai
hukum Islam (fikih) yang dilahirkan dari pemahaman para ulama (ijtihad)
terhadap ketentuan yang terdapat pada al-Qur’an dan hadis. Dengan kedudukan
demikian maka fikih sebagai hasil ijtihad tentu bukan sebagai sesuatu yang final,
selalu relevan, tidak dapat ditambah atau dikurangi layaknya seperti wahyu.
Hukum Islam (fikih) sendiri merupakan kumpulan hasil ijtihad para ulama yang
bersandarkan pada dalil-dalil nagli dan bahkan agli (logika).?* Dalil-dalil tersebut
pun ada yang berbentuk ‘@amm dan ada pula berbentuk khas serta bentuk-bentuk
lainnya. Di samping itu ditambah pula dengan peralatan ijtihad yang berasal dari
metode-metode penetapan hukum Islam seperti al-giyas, al-istihsan, al-maslahah,
al-dhari‘ah dan sebagainya serta didukung magasid al-sari ‘i maka hasil ijtihad
sebenarnya penuh dengan interpretasi.

Ketika adanya reinterpretasi yang menyebabkan perubahan pada hukum
Islam (fikih) maka yang berubah bukan teks al-Qur’an dan hadis melainkan pada
pemahaman-pemahaman terhadap al-Qur’an dan hadis. Pemahaman-pemahaman
yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf itulah yang disebut dengan hukum
Islam (fikih). Dengan demikian sepantasnya setiap orang dapat menerima bahwa
hukum Islam (fikih) dapat berubah baik ditambah ataupun dikurangi sesuai
dengan kondisi zaman. Perubahan hukum ini sesuai dengan tulisan Ibn al-Qayyim
al-Jawziyah dalam salah satu sub judul bukunya yang pernah dikemukakan

sebelumnya yaitu:

2 1bid.
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220815ally lly Jls Vg 2SVls 2Vl 535 ot Lidlaly sl S5
Perubahan sebuah fatwa dan perbedaan di dalamnya mengikuti perubahan

zaman, tempat, situasi dan kondisi, niat serta adat istiadat.
2. Perbedaan Pandangan di Kalangan Ulama Banjar

Adapun berkaitan dengan pencatatan akad nikah secara resmi di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah, sebagian besar ulama Banjar mengakui dan relatif
memiliki pandangan yang sama tentang besarnya kemaslahatan pencatatan akad
nikah tersebut dan besarnya pula kemudaratan apabila akad nikah dilaksanakan
tidak tercatat. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Guru Zuhdi “maslahat
pencatatan akad nikah, banyak, boleh, masih bisa dikatakan seperti itu,
mashlahatnya ada”.?

Beberapa kemaslahatan pencatatan akad nikah yang disebutkan para ulama
Banjar adalah adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap akad yang
dilaksanakan, adanya pengakuan negara terhadap anak yang dilahirkan, adanya
hak untuk bertindak hukum yang ada hubungannya dengan suami istri dan anak,
terpeliharanya hak-hak masing-masing baik secara intern keluarga seperti waris
mewarisi, tuntutan/gugatan terhadap salah seorang suami istri atau pun dengan
negara seperti pembuatan akte kelahiran dan sebagainya. **

Berdasarkan kemaslahatan ini, Guru Naupal mengatakan bahwa

pencatatan akad nikah sangat penting. la mengatakan pencatatan akad nikah

22 Al-Jawziyah, I7am al-Muwaggi ‘i, Vol. |1, 41. Lihat juga Al-Jaza’ir, al-Qawaid al-Fighiyah
al-Mustakhrajah, 373. Lihat kembali kaidah-kaidah serupa dengan kaidah di atas seperti * Balal)
LaSae” dan “ASaY) 5 dia V) it S s Sy,

2% Guru Ahmad Zuhdiannor, Wawancara, Banjarmasin, 17 Desember 2015.

2 |bid. Guru Nursyahid Ramli, Wawancara. Guru Husin Naparin, Wawancara, Amuntai-Hulu
Sungai Utara, 15 Desember 2015, Guru Muhammad Naupal, Wawancara, Martapura, 30 Agustus
2016 dan Ustazah Habibah Djunaidi, Wawancara, Banjar Baru, 31 Agustus 2016.
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“nyata haja bagus, nyata sangat penting”.”> Hal yang sama juga dikatakan
Ustazah Habibah, bahkan ia mendukung seratus persen pencatatan ini karena di
dalamnya terdapat kemaslahatan dan sekaligus sebagai sadd al-dhari ‘ah (media)
untuk menghindari efek-efek negatif dari pelaksanaan akad nikah tidak tercatat.
Oleh karena itu ia menegaskan bahwa kebaikan dari pencatatan akad nikah sangat
banyak.?

Guru Naupal dan Ustazah Habibah mengemukakan dalil yang sama bahwa
pencatatan utang piutang saja sebagaimana pada al-Qur’an, 2: 282 ... | sl (il
o 58Sl ane Jal (N g S50l 13 diharuskan untuk dicatat, tentu lebih diutamakan
lagi pencatatan pada akad nikah.?” Hal ini tampaknya bersesuaian dengan
eksistensi akad nikah itu sendiri yang disebut sebagai ikatan yang suci “ &l
Wl yang artinya akad nikah melebihi dari materi sehingga pencatatan pada
akad ini mesti lebih diperhatikan. Ustazah Habibah lebih lanjut mengatakan
bahwa ia mendukung pencatatan akad nikah di samping berdasarkan dalil yang
disebutkan, juga berdasarkan hadis nabi “asbudl i sslaals Sl ilei” hahwa
pencatatan akad nikah adalah bagian dari i ‘lan akad nikah dan mesjid merupakan
tempat berkumpulnya masyarakat Muslim sehingga dapat mengetahui
pelaksanaan akad nikah tersebut. 2

Ulama Banjar lainnya seperti Guru Husin Naparin juga mengatakan bahwa

adanya aturan tentang pencatatan akad nikah adalah untuk kebaikan masyarakat

2> Guru Muhammad Naupal, Wawancara.
%6 Ustazah Habibah Djunaidi, Wawancara.
27 Guru Muhammad Naupal, Wawancara. Ustazah Habibah Djunaidi, Wawancara.
28 1hi
Ibid.
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Islam sendiri.?® Lebih dari itu Guru Nursyahid mengatakan orang yang tidak
mengikuti aturan ini disebut sebagai pembangkangan terhadap pemerintah. la
mengatakan “mudaratnya dia tidak mentaati dengan ulil amri. Ulil amri itu bisa
seperti pemerintahan, jadi kada kawa (tidak bisa) ditentang, dilanggar. Jadi yang
melanggar itu salah”.*

Namun demikian walaupun pelanggaran terhadap aturan pencatatan akad
nikah itu disebut sebuah kesalahan yang berkonsekuensi dosa bagi si pelanggar,
tetapi pelanggaran yang dilakukan dapat diumpamakan seperti ketidaktaatan
dalam berlalu lintas yang walaupun berdosa tetapi tidak mempengaruhi sahnya
status akad nikah tidak tercatat. Sahnya akad nikah itu karena belum adanya
kepastian dari pemerintah terhadap status hukum pencatatan tersebut.®*

Berbeda dengan Guru Bakhiet yang memandang bahwa pencatatan akad
nikah hanya sebagai anjuran pemerintah, sehingga tidak memiliki konsekuensi
hukum baik pada pelaku ataupun pada akad nikah yang dilaksanakan.®* Begitu
juga dengan Guru Zarkasyi, walaupun ia mengakui adanya kemaslahatan
pencatatan akad nikah dan adanya kesulitan yang akan dialami bagi orang yang
menikah tidak tercatat, sehingga menganjurkan agar akad nikah dilakukan secara
tercatat, tetapi ia tidak melihat adanya hal yang krusial dengan pencatatan akad
nikah itu. Menurutnya pencatatan tersebut hanya berkaitan dengan kemudahan

dalam urusan kehidupan di dunia, sehingga bagi yang tidak mengikuti aturan

pencatatan itu tidak termasuk berbuat dosa. la mengatakan “pencatatan itu adalah

2% Guru Husin Naparin, Wawancara.

%0 Guru Nursyahid Ramli, Wawancara.

* Ibid.

%2 Guru Muhammad Bakhiet, Wawancara.
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untuk memudahkan urusan duniawi, urusan ukhrawi kan sudah dilakukan dengan
cara nikah secara Islami. Jadi melanggarnya tidak berdosa, karena pencatatan itu
hanya tata cara dalam bermuamalah... jadi orang yang mengatakan pencatatan itu
wajib, tidak berdasar”.*®

Lebih dari itu Guru Supian mengatakan ulama fikih tidak pernah
membahas tentang kemudaratan jika akad nikah yang dilaksanakan tidak tercatat.
Kemudaratan itu menurut Guru Supian muncul kemudian sehingga tidak
menyebabkan tidak sahnya akad nikah yang tidak tercatat. Guru Supian sendiri
menyatakan tidak mau mengaitkan akad nikah tidak tercatat ini dengan

(13

kemudaratan. Ia mengatakan “...mudarat, ha ha ha, itu kata orang yang

mengatakan ada mudaratnya, kalau aku tidak bersuara mudarat... karena sah saja,
jadi tidak mengaitkan dengan mudarat.. e

Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan di kalangan ulama Banjar dalam
memandang urgensi pencatatan akad nikah. Mayoritas atau hampir semua ulama
Banjar memandang pencatatan akad nikah sangat penting karena di dalamnya
terdapat kemaslahatan yang sangat banyak sekaligus upaya preventif terhadap
efek-efek negatif yang mungkin muncul. Di samping itu kemaslahatan yang
digambarkan telah didukung oleh dalil-dalil yang kuat. Namun sebagian kecil
ulama Banjar lainnya, walaupun menganjurkan untuk melakukan pencatatan akad
nikah, tetapi tidak melihat adanya hal krusial yang membuat pencatatan tersebut

mutlak dilakukan, terlebih lagi pencatatan akad nikah adalah persoalan yang

berkaitan dengan urusan dunia yang tidak memiliki dasar secara eksplisit. Di

%3 Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara, Cindai Alus-Martapura, 11 Desember 2015.
% Guru Supian Surie, Wawancara, Pamangkih-Barabai, 12 Desember 2015.



154

samping itu ada pula yang tidak ingin mengaitkan akad nikah dengan
kemaslahatan atau pun kemudaratan karena kedua hal tersebut berada di luar akad
nikah. Kemaslahatan atau kemudaratan tidak menjadi penentu atau membuat tidak
sahnya akad nikah.
3. Posisi Pencatatan Akad Nikah dalam Hukum Perkawinan Islam

Selanjutnya walaupun hampir semua ulama Banjar mengakui adanya
kemaslahatan pada pencatatan akad nikah dan mendukung keharusan untuk
melakukan pencatatan tersebut, tetapi muncul pemikiran yang beragam di
kalangan ulama Banjar jika pencatatan menjadi salah satu syarat atau rukun akad
nikah. Guru Zarkasyi secara tegas mengatakan bahwa pemikiran yang
menawarkan pencatatan menjadi syarat atau rukun akad nikah adalah tidak
berdasar. la mengatakan “pencatatan dikatakan wajib secara fikih, maka tidak bisa
itu, karena aturan agama kan tidak harus mencatat. Jadi orang yang mengatakan
pencatatan itu wajib, tidak berdasar. Dasarnya itu hanya aturan dalam bernegara,
jadi bukan aturan agama”. 3

Guru Zarkasyi melanjutkan bahwa dipastikan adanya alasan mengapa
orang tidak mencatatkan akad nikahnya. Hal ini lanjutnya sangat mungkin terjadi
karena ketatnya aturan poligami, urusan yang sangat rumit atau bisa jadi karena
ketiadaan dana, sehingga dari alasan ini diperlukan solusi dan solusi tersebut
adalah secara agama. *°

Guru Zuhdi juga memiliki pandangan yang sama bahwa syarat atau rukun

akad nikah telah cukup seperti yang telah ditentukan para ulama sehingga tidak

% Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara.
* Ibid.
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(13

mengalami pengurangan atau penambahan. Ia mengatakan “...syarat atau rukun

itu tidak bertambah, jadi seperti yang ditentukan para ulama itu saja. AL
Persoalan pencatatan akad nikah menurut Guru Zuhdi berada di luar akad nikah,
bukan menjadi bagian dalam pelaksanaan akad. la menganalogikan dengan
transaksi utang piutang yang dapat terlaksana walaupun transaksi tersebut tidak
ditulis, karena utang piutang hanya berkaitan dengan menyerahkan dan menerima,
sementara penulisan utang piutang lanjut Guru Zuhdi berada di luar transaksi.
Begitu juga dengan akad nikah yang dapat dilaksanakan walaupun tidak tercatat,
karena kemaslahatan pencatatan akad nikah berada di luar akad nikah. *

Berbeda dengan Guru Naupal, kendatipun pencatatan akad nikah
menurutnya sangat penting tetapi ia melihat pencatatan tersebut tidak bisa menjadi
salah satu unsur baik sebagai syarat atau rukun akad nikah. Namun setelah
mencerna pentingnya pencatatan tersebut, ia pun mengucapkan sebuah kaidah
“caly s 4 Y sl mNL¥ hahwa kewajiban apapun tidak sempurna
dilaksanakan jika tidak menyertakan sesuatu yang membuatnya sempurna, maka
menyertakan sesuatu itu juga wajib dilakukan. Hal ini berarti bahwa akad nikah
itu tidak sempurna dilaksanakan jika tidak menyertakan pencatatan (karena
mengingat pentingya pencatatan tersebut), maka melakukan pencatatan akad

nikah pun dalam bahasa Guru Naupal adalah setengah wajib* yang mungkin

sekali maksudnya wajib.

3 Guru Ahmad Zuhdiannor, Wawancara.

% bid.

% Taj al-Din ‘Abd al-Wahhab ibn ‘Al ibn ‘Abd al-Kafi al-SubkKi, al-Ashbah wa al-Nazair , Vol.
Il (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Timiyah, 1991), 88.

0 Guru Muhammad Naupal, Wawancara.
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Hal yang tidak jauh berbeda juga dengan Ustazah Habibah yang
mendukung seratus persen pencatatan akad nikah, tetapi karena memandang
syarat dan rukun akad nikah telah ditentukan para ulama akhirnya ia menyatakan
pencatatan akad nikah merupakan kewajiban di luar akad. Pencatatan akad nikah
ini wajib dilaksanakan, tetapi kedudukannya berada di luar dari rukun atau syarat
akad nikah.**

Pada persoalan ini mungkin sekali Ustazah Habibah dan termasuk Guru
Naupal sebelumnya terinspirasi dari hukum mahar yang wajib dipenuhi oleh
suami kendatipun kedudukannya berada di luar syarat dan rukun akad nikah.
Sebagaimana hukum mahar yang dapat dipenuhi di kemudian hari (dalam salah
satu referensi mazhab al-Maliki mahar menjadi rukun), maka sangat mungkin
sekali menurut kedua ulama ini pencatatan akad nikah pun dapat dilakukan di
kemudian hari yaitu melalui itsbat nikah. Namun tampaknya tidak semudah itu
dapat menyamakan antara pencatatan akad nikah dan mahar, sebab walaupun
mahar dapat dibayar setelah akad nikah atau beberapa tahun kemudian bahkan
dibayar dengan seminimal mungkin dengan berpijak pada asas kesederhanaan,
tentu berbeda dengan pencatatan akad nikah yang mesti dilaksanakan secara
maksimal berdasarkan prosedur yang telah ditentukan. la sebenarnya tidak dapat
ditunda (walaupun bisa) karena banyaknya kepentingan-kepentingan yang
terdapat dalam pencatatan akad nikah.

Jika dikaitkan dengan pandangan Ustazah Habibah, mungkin sekali

pemikirannya juga sama seperti pemikiran di atas, hanya saja tidak terucap secara

! Ustazah Habibah Djunaidi, Wawancara.
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eksplisit karena jika dilihat kembali ia juga menggunakan sebuah kaidah ¢ «s =i
daliadl b sie e N e Sy %2 yakni segala kebijakan atau peraturan yang dibuat
oleh pemerintah mesti untuk kemaslahatan rakyat. Menurut Ustazah Habibah
berdasarkan kaidah ini pemerintah berkewajiban menetapkan wajibnya pencatatan
akad nikah itu sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan tidak hanya
sekedar memenuhi ketertiban administrasi serta memiliki konsekuensi hukum jika
tidak mentaati. Oleh karena itu rakyat menurutnya diwajibkan mentaati untuk
mengikuti dan melaksanakan perintah yang ditentukan oleh pemerintah tersebut
dalam setiap akad nikah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an, 4: 59
“ oSia ya¥) (gl 5 Jpmll | gasal g ) gaskal | gial ¢l Ly, 43

Sejumlah ulama tafsir memahami makna “Y¥ 15 adalah ¢ <Y,
“ly ) el <okl yaitu para penguasa (militer) atau pemerintah, sementara
ulama tafsir lainnya memahami makna lafal tersebut yaitu “4&ll 5 olall Jal” atau
“alall 5 4l 15i” yang artinya kaum intelektual-cendekiawan-ilmuwan dan ahli di
bidang hukum Islam, bahkan ada pula yang memahaminya sebagai “cs)l 5 45l Jal”
atau “Jdially cpall 8 43l yajtu ahli di bidang hukum Islam, agama dan
pemikiran.** Dalam referensi lain disebutkan bahwa “ »¥! !5 adalah para hakim
(al-hukkam), para penguasa (pemerintahan militer) atau para ulama yang

menjelaskan hukum-hukum syarak kepada masyarakat. *°

*2 Bandingkan dengan kaidah serupa dalam Azat ‘Abd al-Du‘as, al-Qawa ‘id al-Fighiyah ma‘a al-
Sharh al-Mujaz (Damaskus: Dar al-Tirmidhi, 1989), 107.

3 Ustazah Habibah Djunaidi, Wawancara.

* Abi Ja‘far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, Tafsir al-Tabari Jami‘ al-Bayan ‘an Ta’wil ay al-
Qur’an, Vol. VII (Kairo: Dar Hijr, 2003), 176-180.

* Wahbah al-Zuhayli, al-Tafsir al-Munir fi al-‘4gidah wa al-Shari‘ah wa al-Manhaj, Vol 11|
(Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 132.
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Makna yang lebih menyeluruh lagi bahwa “ ¥ !5 adalah pemerintah,
para hakim, ulama, para pemimpin angkatan perang dan seluruh para pemimpin di
berbagai bidang (sle 3V 5 ¢l )l) baik eksekutif, yudikatif atau pun legislatif yang
menjadi rujukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan orang
banyak. Salah satu contoh yang dikemukakan apabila ahl al-hill wa al-‘agd
bersepakat terhadap suatu persoalan untuk tercapainya kemaslahatan umum maka
mengikuti kesepakatan tersebut adalah wajib. “°

Berdasarkan adanya kewajiban untuk mentaati aturan-aturan yang telah
ditentukan Y 5l ini dan adanya konsekuensi dosa apabila melanggarnya, Guru
Nursyahid pun tidak hanya menyatakan wajibnya pencatatan akad nikah tetapi
juga mendukung pencatatan menjadi bagian dari syarat atau rukun akad nikah.
Akad nikah yang dilakukan tidak melalui proses pencatatan secara resmi
dipandang tidak sah karena meninggalkan salah satu unsur yang wajib dipenuhi.
Namun demikian menurut ulama ini, pemerintah harus memberikan ketegasan
terhadap kedudukan dan hukum pencatatan akad nikah. Hal ini tentunya terlebih
dahulu harus dikaji oleh lembaga keagamaan misalnya Majelis Ulama Indonesia
(MUI) untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan sehingga dapat
dirumuskan oleh para legislator. Namun demikian, lanjut Guru Nursyahid
sepanjang belum adanya ketegasan tersebut maka ketentuan akad nikah yang

berlaku saat ini adalah bahwa pencatatan tersebut hanya sebagai pemenuhan

* Al-Maraghi, Tafsit al-Maraghi, Vol. V, 72.
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tertibnya administrasi dan mau tidak mau mengakui sahnya akad nikah tidak
tercatat selama rukun dan syarat-syarat lainnya terpenuhi. */

Ulama Banjar lainnya yang memiliki pemikiran yang sama yaitu Guru
Husin Naparin. la berkecenderungan untuk mendukung pencatatan akad nikah
menjadi bagian dari syarat atau rukun akad nikah yang wajib dipenuhi.
Kecenderungan ini timbul karena melihat besarnya manfaat pencatatan akad nikah
yang berfungsi di berbagai segi sehingga apabila hal ini diabaikan akan
menimbulkan kemudaratan yang besar pula. Kendatipun demikian, ia mengakui
merasa tidak pantas berijtihad secara fardi (individu) dan untuk menentukan suatu
hukum pada zaman sekarang, salah satunya pencatatan akad nikah secara resmi
sepantasnya dilakukan melalui proses ijtihad jama‘7 yang dalam hal ini dilakukan
oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). *®

Dapat disimpulkan bahwa hampir semua ulama Banjar memandang positif
pada pencatatan akad nikah, karena di dalamnya mengandung kemaslahatan dan
sekaligus menolak kemudaratan. Namun ketika dihadapkan pada posisi pencatatan
akad nikah dalam perkawinan Islam, ulama Banjar terbagi kepada tiga kelompok.
Kelompok pertama menyatakan bahwa pencatatan akad nikah tidak dapat menjadi
salah satu syarat atau rukun akad nikah. Di samping tidak memiliki dasar nas,
pencatatan juga berada di luar pelaksanaan akad nikah, dan syarat atau rukun akad
nikah tidak memerlukan penambahan. Kelompok kedua menyatakan bahwa
pencatatan akad adalah wajib dilakukan dan kewajiban tersebut mesti ditetapkan

oleh pemerintah sementara masyarakat Muslim diwajibkan mentaati peraturan

*" Guru Nursyahid Ramli, Wawancara.
*8 Guru Husin Naparin, Wawancara.



160

tersebut. Kendatipun menurut kelompok kedua ini pencatatan akad nikah adalah
wajib, tetapi kewajiban tersebut berada di luar syarat atau rukun akad nikah.
Kelompok ketiga menyatakan bahwa pencatatan akad nikah layak menjadi bagian
dari syarat atau rukun akad nikah. Namun ketentuan ini mesti ditetapkan
berdasarkan hasil ijtihad jama 7 para ulama Indonesia yang kemudian dirumuskan
serta ditetapkan secara tegas oleh pemerintah.
B. Poligami di Zaman Sekarang
1. Hukum Berpoligami
Ulama Banjar menyatakan poligami dibolehkan dalam Islam. Bolehnya
berpoligami ini menurut mereka didasarkan petunjuk al-Qur’an, 4: 3 yang secara
tegas membolehkan poligami seperti yang tertulis sebagai berikut:
W i O cplyg @iy st sl o (SO Oble 1500 alal) 3 Islaends YT nie 0
Idsn T ol s (sl e Shale of umlgh Isans
Poligami menurut Guru Zarkasyi adalah sebagai solusi bagi masyarakat
Islam,*® dan Guru Bakhiet pun menyatakan tidak dibolehkan mempertanyakan
kembali ayat-ayat al-Qur’an yang telah disebutkan secara jelas dan rinci.>® Guru
Supian juga mengatakan hal serupa, bahkan menurutnya jika dilihat dari teks ayat
dapat diketahui bahwa poligami dibolehkan langsung dua orang dan seterusnya
sampai empat orang istri. la mengatakan “aku berpijak dengan agama, jadi bagiku

poligami tidak ada masalah. Karena al-Qur’an mengatakan langsung, © |sSia

* Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara.
5 Guru Muhammad Bakhiet, Wawancara.
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gl &liy e eludll e o1 Qe Jangsung dua, langsung matsna, wa tsulatsa, wa
ruba ®. ...Kan disuruh oleh agama dua langsung kawin itu”. >

Lebih dari itu menurut Guru Supian orang yang tidak berani berpoligami
termasuk orang yang penakut karena kehidupan berpoligami baik hubungannya
dengan istri pertama dan istri-istri yang lainnya baru dilakukan sesudah
melakukan praktik poligami tersebut, bukan diprediksi pada waktu sebelumnya. la
mengatakan ““...Nah adil tu dilihat sesudah kawin. Kalau dalam istilah kami lah,
orang-orang yang tidak berani poligami itu adalah orang-orang penakut, ¥i aia oé
|3 jika tidak berani tidak akan berbuat adil, berarti orangnya penakut itu”.%?
Oleh karena itu tambah Guru Supian, istri harus rida yang disertai dengan niat
ibadah untuk menerima takdir tersebut dan suami pun berniat untuk menjalankan
sunnah Rasul. Apabila ada seorang istri tidak menerima suaminya berpoligami,
berarti ia tidak menerima takdir yang mestinya diterima dengan pasrah kepada
Allah.>

Berkaitan dengan pemikiran beberapa ulama Banjar di atas tampaknya
lebih menarik apabila ditanggapi dari pemikiran Quraish Shihab tentang
kebenaran interpretasi seorang penafsir terhadap ayat-ayat al-Qur’an. Khususnya
berkaitan dengan pernyataan tentang jelasnya al-Qur’an membolehkan poligami
dan tidak dibolenkan mempertanyakan ayat-ayat yang telah jelas tersebut,
menurut Quraish Shihab bahwa maksud yang sebenarnya dari teks-teks al-Qur’an

sebenarnya tidak dapat dijangkau secara pasti, baik yang diucapkan atau pun yang

ditulis. Bagi Allah mungkin hanya mengandung satu arti, tetapi bagi pembaca atau

5! Guru Supian Surie, Wawancara.
52 H

Ibid.
* Ibid.
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pendengar memiliki arti yang relatif, sebaliknya bagi pembaca atau pendengar
hanya mengandung satu arti, tetapi bagi Allah mengandung banyak arti.>
Pendapat ini menunjukkan bahwa sebagus apapun interpretasi yang disampaikan
tetapi yang paling mengetahui maksud sebenarnya secara mutlak terhadap sebuah
teks hanya pemilik teks yakni Allah, sementara pembaca atau pendengar
(manusia) hanya dapat mencapai pengetahuan yang relatif atau mendekati pada
kebenaran yang dimaksud.

Begitu juga dengan ayat poligami yang sangat mungkin diinterpretasikan
kembali karena sebagai teks al-Qur’an tentu sangat terbuka untuk dibaca dan
dilakukan pembacaan ulang untuk setiap masa. Terlebih lagi menyangkut
poligami yang berkaitan erat dengan kehidupan dan martabat manusia, tentu
diperlukan pemahaman-pemahaman yang membumi sesuai dengan kehidupan
manusia di setiap generasi.

Memulai langkah ini tampaknya sangat penting memperhatikan kembali
bahwa al-Qur’an, 4: 3 berkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu al-Qur’an, 4: 2
tentang perintah kepada orang yang mengelola harta anak yatim (wali) untuk
menyerahkan kembali harta tersebut ketika mereka berusia balig. Selama dalam
pengelolaannya, wali dilarang menukar harta itu atau memakannya
(menggunakan) yang dapat merugikan anak yatim itu.>® Pada ayat selanjutnya
yaitu al-Qur’an, 4: 3 disebutkan bahwa wali ini rupanya menyukai harta anak
yatim itu dan menyukai pula kecantikannya sehingga berencana ingin

menikahinya. Namun karena tidak adil memberikan mahar kepada anak yatim ini

> Shihab, Membumikan Al-Quran, 138.
> Al-Maraghi, Tafsir al-Maraght, Vol. IV, 178 dan 180.
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setidaknya sama dengan perempuan setingkatnya atau lebih besar, maka wali pun
dilarang menikahi perempuan yatim itu, kecuali dapat berbuat adil kepada mereka
dan bersedia memberikan mahar sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada
waktu itu. Apabila ketentuan ini tidak dilakukan maka lebih baik si wali menikahi
perempuan lain yang baik-baik sampai empat orang istri. *°

Jika dipahami secara normatif, diakui bahwa poligami adalah sebagai
solusi karena praktik ini sebenarnya mengangkat harkat dan martabat perempuan.
Namun perempuan yang dimaksudkan di sini (lebih utama) adalah anak-anak
yatim yang belum memiliki kemampuan untuk mandiri. Ayat ini sepertinya juga
memberikan isyarat bahwa awalnya poligami hanya untuk anak-anak yatim
asalkan si wali adil mengelola harta mereka dan memberikan mahar yang setara
kepada mereka seperti perempuan lain. Kesetaraan ini tetap dituntut walaupun
anak yatim ini miskin atau kurang menarik. Apabila syarat itu tidak dapat
dipenuhi, lebih baik si wali menikah dengan perempuan lain yang bukan yatim
dan dari orang yang baik-baik, sehingga si laki-laki tidak bisa berbuat semena-
mena karena perempuan ini memiliki keluarga.

Selanjutnya terkait redaksi ayat “sas)s |sdas Yi Jds (82 Kata “aus”
diartikan meyakini atau melalui prediksi yang kuat,”” bahkan melalui perkiraan
sekalipun tidak akan dapat berbuat adil juga dapat dibenarkan atau termasuk

dalam makna x> %8 Maksudnya apabila diyakini atau dominannya tidak dapat

berbuat adil atau sudah dapat membaca keadaan diri sendiri walaupun hanya

% Al-Qurtabi, al-Jami ‘ al-Ahkam, Vol. VI, 23-24. Lihat juga Ibn ‘Ashar, Tafsit al-Tahrir, Vol. IV,
222-223.

> Al-Qurtabi, al-Jami ‘ al-Ahkam, Vol. VI, 24.

%8 Rida, Tafsir al-Manar, Vol. 1V, 348.
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melalui perkiraan bahwa tidak akan dapat berbuat adil maka cukup hanya beristri
satu. Oleh karena itu terlihat adanya perbedaan antara orang yang penakut dengan
orang yang berpikir secara matang dalam membaca tubuh dan pikiran sendiri agar
keputusan untuk melakukan poligami tidak keliru yang berakibat pada diri sendiri
dan keluarga lainnya. Di samping itu dipandang penting pula membaca suasana
sosiologis orang-orang Yyang berpoligami sehingga dari pembacaan yang
dilakukan dapat membandingkan dengan diri sendiri. Oleh karena itu pendapat
yang mengartikan kata “ais” dalam poligami adalah sebagai orang yang penakut
tampaknya tidak tepat karena hanya memahami teks secara lahirnya saja. Selain
itu, di dalam berpoligami dipastikan adanya konsekuensi yang harus diterima dan
dijalankan secara konsisten, sehingga diperlukan pemikiran yang sangat matang
dengan pertimbangan yang maksimal sebelum masuk ke dunia poligami.

Satu hal yang mesti diperhatikan bahwa adanya kekeliruan dari
masyarakat dalam memahami ayat poligami. Mereka cenderung hanya melihat
bolehnya berpoligami, padahal yang menjadi titik tekan pada ayat poligami adalah
adil terhadap istri, sehingga perlakuan adil inilah yang membuat dibolehkannya
berpoligami. *°
2. Alasan-alasan Berpoligami

Ustazah Habibah mengatakan harus diakui poligami juga ada dalam Islam.

Kendatipun pada dasarnya ia tidak mendukung adanya poligami karena tidak

sedikit perempuan yang dizalimi dari praktik ini, tetapi sebagai hamba Allah ia

%9 Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran (Bandung: Mizan, 1999), 199-200.
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juga mengakui dipastikan adanya rahasia-rahasia di balik poligami tersebut
sehingga Allah mensyariatkan poligami. ®
Menurut Guru Zarkasyi poligami merupakan solusi bagi orang-orang yang
berkebutuhan khusus. Kemampuan fisik dan hasrat setiap orang menurutnya
berbeda-beda sehingga ada yang tidak cukup hanya memiliki satu istri melainkan
dua sampai batas maksimal empat orang istri. Begitu juga bagi yang memiliki
kematangan finansial maka dengan kemampuan tersebut seorang laki-laki dapat
mengangkat harkat dan martabat para perempuan. Oleh karena itu, kata ulama ini
jumlah istri pada setiap orang tidak dapat disamaratakan terlebih lagi membatasi
hanya satu orang istri. Allah SWT lanjutnya mengetahui keadaan hamba-hamba-
Nya yang memiliki kebutuhan khusus dalam rumah tangga sehingga dengan
poligami tersebut diharapkan terhindarnya dari perbuatan zina. la mengatakan:
Poligami, wah kalau itu adalah solusi yang terbaik. Ya solusi yang terbaik,
Karena manusia itu tidak sama, ada yang tidak cukup satu, sehingga perlu
dua, tiga, empat, tapi kan dalam Islam ada jua batasan. Jadi kebutuhan
seksual itu tidak sama setiap orang, tapi Islam memberikan batasan. Itu
sudah maksimal, karena kemampuan orang itu kan tidak mungkin lebih
dari itu, kecuali yang pakai selir, nah itu tidak bertanggung jawab. Itu zina
namanya. Kalau di sini kan harus bertanggung jawab, tidak hanya sekedar
melampiaskan hawa nafsu, tapi tanggung jawab yang menjamin hidup
orang banyak. ®
Guru Naupal juga memiliki pandangan yang sama bahwa poligami
diperuntukkan kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Maksudnya
hasrat biologis pada seseorang sangat besar sehingga apabila tidak melakukan

poligami, sementara istri tidak sanggup melayani yang dapat berakibat tidak

terkontrolnya perilaku suami dalam pergaulan. Namun demikian, kata Guru

%0 Ustazah Habibah Djunaidi, Wawancara.
81 Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara.
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Naupal poligami tidak hanya untuk melampiaskan hawa nafsu saja, tetapi
dipastikan adanya persyaratan yang harus dijalankan secara konsisten. %

Menurut Ustazah Habibah, agar poligami benar-benar dapat diterima mesti
ada alasan-alasan tertentu yang diukur secara objektif. Ulama perempuan Banjar
ini melanjutkan misalnya dalam kondisi peperangan yang membuat kaum laki-laki
banyak meninggal dunia sehingga tidak berbanding dengan jumlah perempuan
atau dalam kondisi istri sama sekali tidak mempunyai keturunan, sementara laki-
laki menginginkan keturunan tersebut. Begitu juga kondisi istri yang sakit
permanen, sehingga tidak bisa melayani suami. Dalam kondisi seperti ini, suami
memiliki alasan untuk beristri lagi, tetapi istri yang ada harus tetap dijaga dan
diayomi serta tidak dibiarkan, terlebih lagi dicerai. la mengatakan seraya bertanya
“apakah istri seperti ini dibiarkan, diceraikan begitu saja, sementara suami bisa
kawin lagi. Kan lebih bagus, istri yang sakit ini tetap diayomi, ia sebagai seorang
istri walaupun sebagai istri tua, tapi tidak disia-siakan, kan perempuan ini sudah
sakit, sudah jatuh tertimpa tangga lagi kalau diceraikan, karna mandul atau karna
sakit”. %3

Agar alasan-alasan di atas dapat diukur secara objektif dan memiliki
kekuatan hukum maka keinginan poligami ini harus diproses dan mendapat izin
dari Pengadilan Agama. Apabila ketentuan ini tidak ditaati maka pernikahan
dengan istri kedua, ketiga dan keempat dihasilkan dari proses yang tidak objektif

dan tidak pula memiliki kekuatan hukum.

%2 Guru Muhammad Naupal, Wawancara.
63 Ustazah Habibah Djunaidi, Wawancara.
% Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan, 176.
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Di samping beberapa alasan yang dikemukakan ulama Banjar di atas
dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam khususnya pada pasal 58 ayat (1), (2) dan (3) bahwa poligami tersebut juga
harus mendapatkan persetujuan dari istri dan adanya kepastian dari suami mampu
menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Persetujuan istri tersebut
dapat diberikan secara tertulis atau pun secara lisan, tetapi tetap pula di dalam
persidangan persetujuan tersebut dipertegas kembali secara lisan. Persetujuan ini
baru ditiadakan apabila istri-istri tidak dapat diminta persetujuannya atau tidak
dapat dihubungi lagi sekurang-kurangnya dua tahun atau ada penilaian lain dari
hakim. ®

Namun apabila istri tidak bersedia memberikan persetujuan, sementara
suami sangat menginginkan poligami itu, maka pengadilan agama dapat
menetapkan suatu ketetapan baik disetujui atau pun tidak terkait dengan izin
tersebut. Namun semua itu baru diperoleh setelah pengadilan memeriksa dan
mendengar keterangan istri yang bersangkutan di persidangan. Untuk menjaga
dan menghormati hak masing-masing suami istri, pengadilan agama juga
memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk melakukan banding
atau kasasi terhadap ketetapan atau keputusan pengadilan agama.®®
3. Ketentuan-ketentuan dalam Berpoligami

Ulama Banjar menyepakati bahwa poligami sebagaimana al-Qur’an, 4: 3
hanya dibolehkan sampai empat orang istri dan diharamkan melebihi dari batas

tersebut. Menurut Guru Zarkasyi, Guru Bakhiet, Guru Zuhdi, Guru Supian dan

% |bid., 177.
% 1hid.
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guru-guru lainnya bahwa praktik poligami yang melebihi dari ketentuan termasuk
melakukan praktik selir yang diharamkan dalam Islam. Hukum haram melebihi
dari ketentuan itu, menurut ulama Banjar yang salah satunya oleh Guru Zarkasyi
karena kemampuan orang untuk dapat bertanggung jawab tidak mungkin lebih
dari empat istri. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan sekedar melampiaskan hawa
nafsu, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab untuk menjamin hidup orang
banyak. &

Alasan di atas tampak sejalan dengan pemikiran beberapa ulama bahwa
poligami ini dibatasi hanya sampai empat orang istri. Di sini disebutkan apabila
melebihi dari ketentuan tersebut dikhawatirkan justru akan mendapatkan dosa
yang salah satunya akan kesulitan memenuhi hak-hak istri® dan kesulitan pula
untuk berlaku adil.®® Adapun huruf “s” pada redaksi “gls <lis s adalah
bermakna “3)41” yaitu pemisahan dan bukan bermakna pengumpulan. Makna
pemisahan tersebut maksudnya bahwa poligami dapat dilakukan sebanyak dua
orang, bisa tiga orang, bisa juga sampai empat orang istri dan bukan dua ditambah
tiga dan ditambah empat yang akhirnya berjumlah sembilan orang istri. ™

Dalam bahasa lain bahwa poligami hanya dibolehkan mengumpulkan istri
sebanyak sampai empat orang dan tidak dibolehkan melebihi dari batas tersebut.
Berbeda dengan kelompok Islam yang lain (al-Qasimiyah) yang memahami huruf
“s” itu sebagai pengumpulan sehingga dibolehkan mengumpulkan istri sampai

sembilan orang sebagaimana jumlah istri-istri Nabi Muhammad ketika ia wafat

%7 Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara.

%8 Al-Zuhayfi, al-Figh al-Islami, Vol. VII, 167. Sabig, Figh al-Sunnah, Vol. II, 186 dan 189.

% Jamal al-Din ‘Abd al-Rahman ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Jawzi, Zad al-Masit i ‘/im al-Tafsir
(Beirut-Lebanon: Dar ibn Hazm, 2002), 255.

" Ibid.
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berjumlah sembilan orang.” Hal yang sama juga dipahami oleh mazhab al-Zahiri
yang mengartikan “gb,s &by 4 sebagai dua ditambah dua, tiga ditambah tiga
dan empat ditambah empat sehingga jumlah keseluruhan menjadi delapan belas
orang istri,”* bahkan ada pula kelompok lainnya (al-Rafidah) yang membolehkan
beristri tanpa batas.”

Namun pendapat itu ditolak oleh sejumlah ulama karena merupakan
kebodohan yang sangat besar dalam memahami bahasa yang digunakan al-Qur’an
dan hadis serta bertentangan dengan kesepakatan umat (ulama). ** Di samping itu
jumlah istri yang maksimal sampai sembilan orang adalah kekhususan yang
diberikan kepada Nabi Muhammad yang tidak pernah diberikan kepada orang lain
dari umatnya.”

Di samping pembatasan jumlah istri, ulama Banjar juga menyepakati
adanya syarat yang mesti dilaksanakan. Syarat tersebut adalah berlaku adil
terhadap istri. Adil menurut ulama Banjar memberikan bagian yang sama
berkaitan dengan sandang, pangan dan papan pada masing-masing istri, sehingga
tidak ada yang merasa terzalimi karena perilaku suami, serta adil dalam
memberikan giliran mabit pada masing-masing istri. Semuanya mendapat giliran
yang sama kecuali adanya kesepakatan atau kerelaan dari masing-masing istri.

Berlaku adil dalam menentukan giliran sama pentingnya dengan berlaku

adil pada persoalan-persoalan yang telah disebutkan, bahkan Guru Danau

"t Abl Zakariya Muh al-Din ibn Sharf al-Nawawi, Kitab al-Majmu* Sharh al-Muhadhdhab li
Shayrazi, Vol. XVII (Jeddah: Maktabat al-Irshad, t.th.), 212.

"2 Al-Qurtabi, al-Jami © al-Ahkam, Vol. VI, 33.

® Al-Nawawi, Kitab al-Majmu™, Vol. XVII, 212.

™ Al-Qurtabi, al-Jami‘ al-Ahkam, Vol. VI, 33.

> Al-Nawawi, Kitab al-Majmu®, Vol. XVII, 212. 1bn al-*Arabi, Ahkam al-Qur’an, Vol. | (Beirut-
Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), 408.



170

mengatakan pemberian giliran tidak hanya dihitung melalui hari melainkan
dihitung jam pada masing-masing istri, sehingga tidak ada pula yang merasa
terzalimi di antara istri-istri. Ia mengatakan “...adil untuk semua yang ada
kaitannya dengan kehidupan rumah tangga, pasti itu. Adil ini tuh ai (panggilan
untuk anak laki-laki), bukan dihitung hari, tapi jam. Misalnya di satu istri empat
jam, maka di istri lain lagi harus empat jam juga. Kalau hitungan hari tidak bisa,
harus perjam”.76

Syarat pembagian waktu (al-gasm) yang dikemukakan Guru Danau
tampak berbeda dengan ulama-ulama Banjar lainnya, berbeda pula dengan para
ulama lainnya bahkan dengan Rasulullah yang biasanya membagi perhari.
Pendapat Guru Danau ini tentu tidak muncul secara tiba-tiba melainkan sudah
dipastikan dihasilkan dari pemikiran yang mendalam, terutama sangat mungkin
sekali setelah melihat kondisi orang-orang yang berpoligami di zaman sekarang.
Dengan pendapat tersebut Guru Danau tampaknya mengisyaratkan bahwa
poligami adalah tanggung jawab dan sekaligus menjadi amanat yang tidak dengan
mudahnya dapat dilakukan oleh setiap orang. Oleh karena itu dengan menentukan
syarat tersebut (kendatipun masih bisa disepakati masing-masing istri) Guru
Danau terlihat berupaya untuk lebih memperketat dan membatasi poligami di
kalangan masyarakat Muslim.

Adapun berkaitan dengan perasaan cinta, masing-masing ulama Banjar
menyatakan cinta adalah urusan hati dan kedalaman cinta pada masing-masing

istri bisa jadi tidak sama, sehingga syarat adil dalam cinta tidak diberlakukan pada

® Guru Danau, Wawancara.



171

orang yang berpoligami. Ulama Banjar juga menyepakati sanksi bagi orang yang
tidak adil baik bagi yang monogami atau pun poligami adalah dosa besar karena
dipandang berbuat zalim pada para istri. Di samping itu sanksi di hari kiamat
kelak pasti akan terjadi dan hal tersebut ditandai dengan sebelah badannya miring.
Para ulama Banjar mengemukakan hadis yang serupa walaupun dengan redaksi
yang berbeda tentang sanksi orang yang tidak berlaku adil pada istrinya. Di antara
redaksi hadis tersebut adalah:
Tl iy 2aldl agy sl Lolas] ) JLd OUT) & S e

“Barangsiapa yang memiliki dua orang istri kemudian ia cenderung
kepada salah seorang diantara keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat
dalam keadaan sebelah badannya miring”.

Berdasarkan gambaran tentang sanksi bagi orang yang tidak adil pada istri,
Guru Bakhiet mengatakan apabila seseorang merasa tidak yakin akan mampu
berbuat adil pada persoalan-persoalan yang disyaratkan, maka haram baginya
melakukan poligami. la mengatakan “bila orang itu tidak yakin akan mampu,
tidak pasti bisa melakukan tugas, memenuhi syarat itu, maka haram jadinya dia
melakukan poligami, tetapi akad nikahnya sah saj a”.’

Pendapat ulama ini tampaknya sejalan dengan pendapat Muhammad
‘Abduh yang menyatakan haramnya seseorang berpoligami jika ia sendiri

79
l.

khawatir tidak akan dapat berbuat adi Oleh karena itu supaya terlepas dari

" Al-Azdi, Sunan Abi Dawd, Vol. 11, 415. Dalam redaksi yang berbeda juga terdapat dalam Sunan
al-Tirmidhi, Sunan Ibn Majah dan Sunan al-Darimi. Salah satunya lihat Abu ‘Abd al-Lah
Muhamad ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Vol. | (t.t.: Dar lhya al-Kutub al-‘Arabiyah,
t.th.), 633.

’® Guru Muhammad Bakhiet, Wawancara.

" Rida, Tafsir al-Manar, Vol. 1V, 350.
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berbuat zalim dan dosa maka cukup memiliki satu orang istri®® yang apabila rasa
kekhawatiran ini diabaikan atau tidak dipedulikan tentu akan jatuh kepada yang
diharamkan Allah.®

4. Pandangan Lain dari Ulama Banjar

Guru Nursyahid mengatakan dalam memahami ayat poligami mestinya
tidak hanya berhenti pada bolehnya melakukan poligami sampai empat orang istri
seperti dalam al-Qur’an, 4: 3, tetapi dapat menyatukan pemahamannya dengan al-
Qur’an, 4: 129 bahwa setiap orang tidak akan pernah dapat berbuat adil walaupun
konteks ayat ini terkait dengan memberikan kasih sayang yang tidak disyaratkan
dalam poligami. Menurutnya untuk menyikapi al-Qur’an, 4: 129 tersebut, mesti
kembali kepada akhir ayat dari al-Qur’an, 4: 3 bahwa alternatif yang paling aman
adalah hanya memiliki satu orang istri.

Ulama ini sangat meragukan keadilan yang dipaparkan sebelumnya secara
normatif dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kehendak al-Qur’an, 4: 3
khususnya pada kondisi sekarang. Keraguan ini tidak terkecuali pada ulama
sekalipun karena menurutnya tidak ada yang dapat menjamin keadilan itu dapat
dilaksanakan oleh setiap orang, kecuali hanya pribadi Rasulullah. Menurut Guru
Nursyahid hanya Rasulullah yang dijamin dapat berlaku adil. la mengatakan:

Yang berpengetahuan aja bisa saja tidak berbuat adil, apalagi yang tidak

berpengetahuan, tambah parah lagi, sehingga tidak menjamin kita orang

itu adil. Kalau rasulullah kita berani menjamin, karena beliau ma‘shum,

dijamin oleh Allah bersifat adil. Kalau selain Rasulullah tidak ada yang
dijamin oleh Allah. Malah ditekan oleh Allah bahwa kamu tidak bisa

8 Al-Zuhayfi, al-Figh al-Islami, Vol. VII, 167.
81 sabiq, Figh al-Sunnah, Vol. 11, 186 dan 189.
8 Guru Nursyahid Ramli, Wawancara.
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berbuat adil, maka kesimpulannya kalau yang dilakukan oleh masyarakat
itu salah, berdosa mereka. %

Guru Nursyahid menekankan kembali bahwa selain dari Rasulullah siapa
pun tidak pernah terlepas dari godaan sehingga selama masih menjadi manusia

akan berpotensi berbuat salah atau berlaku tidak adil.®*

Terlebih lagi kata Guru
Nursyahid, keadaan sekarang sudah jauh berbeda dengan kondisi yang ada pada
zaman Rasulullah, sehingga apabila diperhatikan dari orang-orang Yyang
berpoligami sebenarnya tidak sedikit berperilaku lebih banyak menimbulkan
kemudaratan. Ini semua karena syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam
berpoligami sudah mulai kurang diperhatikan. Oleh karena itu menurut ulama ini
berdasarkan kaidah “zluad ls e adde aulidl ¢ 3 maka poligami lebih baik
ditinggalkan. Pendapat yang keliru lanjut ulama ini apabila poligami dilakukan
dengan cara berlindung atas nama sunat rasul, sementara di dalamnya diisi dengan
perbuatan dosa yaitu diabaikannya syarat poligami yang wajib dipenuhi.®
Poligami ditinggalkan dan cukup beristri satu orang tampaknya sejalan
dengan pendapat salah seorang ulama yang dikutip al-Nawawi bahwa pada masa
sekarang (pada masa ulama itu) sebaiknya istri tidak lebih dari satu orang.®®
Pendapat ini memberikan pemahaman bahwa kondisi sebagaimana yang
dikemukakan pula oleh Guru Nursyahid -serta menurut dalam al-Bayjuri pada bab
dua sebelumnya- dapat mempengaruhi pemberlakuan suatu hukum seperti

poligami. Terlebih lagi apabila hukum tersebut bukan merupakan keharusan untuk

dilaksanakan, bahkan adanya konsekuensi apabila dilakukan sebagaimana halnya

8 Ihid.
8 Ibid.
% Ihid.
8 Al-Nawawi, Kitab al-Majmu™, Vol. XVII, 212.
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poligami, maka apabila melakukan praktik ini justru mendatangkan kemudaratan,
tentu sebagaimana yang dikatakan Guru Nursyahid meninggalkan poligami lebih
baik daripada berpoligami yang justru akan berbuat dosa.

Pada kenyataannya kemudaratan-kemudaratan itu ada dan terjadi pada
masyarakat Muslim di zaman sekarang, walaupun di antara ulama Banjar ada pula
yang menampik adanya kemudaratan tersebut. Di antara kemudaratan berpoligami
yang biasanya terjadi menurut Guru Husin Naparin adalah istri tua selalu
teraniaya terutama secara psikologis®” dan dalam bahasa Guru Danau perilaku
poligami di zaman sekarang lebih banyak menyengsarakan istri sehingga
termasuk perbuatan yang zalim. Orang yang hanya memiliki satu istri saja jika
berbuat zalim pada istri dipastikan berdosa, terlebih lagi bagi yang memiliki
beberapa orang istri. la mengatakan “yang pasti mudaratnya itu menyengsarakan
istri, itu zhalim dia, bini saikung ja, bilang handak babaya kawa makan, handak
manambah pulang lah (punya istri satu orang saja hampir tidak mampu
memberikan nafkah makan, tiba-tiba ingin menambabh istri), berdosa itu”. 8

Kemudaratan lainnya menurut guru Danau, biasanya orang Yyang
berpoligami tidak terlepas dari dusta dan biasanya istri muda tidak selamanya mau
mendampingi dan melayani suami, terlebih lagi membersihkan hajat suami ketika
suami sudah tua dan sakit. Istri tua sebaliknya, bahkan biasanya lebih dapat

menerima dan memaklumi apabila ada di antara kata-kata suami yang kasar

dibandingkan dengan istri muda. la mengatakan:

8 Guru Husin Naparin, Wawancara.
8 Guru Danau, Wawancara.
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....Nah tuh lah, yang pertama bila berpoligami tu pasti badusta (berdusta),
badusta lah, yang kedua, balum ada sajarah lagi bini anum mambasuhi
bahira amun laki uyuh (tidak ada sejarah istri muda membersihkan dubur
setelah buang hajat ketika suami tidak memiliki kemampuan lagi), yang
ketiga, bini anum amun disambat bungul tiga kali inya bulik tuh ai, bini
tuha kada, hari-hari makan bungul, kada papa ai inya (kalau istri muda,
dibilang bodoh kamu sebanyak tiga kali saja, ia pulang, tapi kalau istri tua,
hari-hari kata-kata itu jadi makanannya, istri tua tidak apa-apa).®
Dengan berbagai kemudaratan yang disebutkan di atas, Guru Danau
mengatakan walaupun memiliki kemampuan dan dapat berbuat adil sebaiknya
poligami dihindari atau ditinggalkan dan cukup beristri hanya satu orang. la
mengatakan “...yang sebaiknya jangan pang bapoligami (jangan berpoligami)...
faillam ta dilu fawahidah, cukup satu saja. *°
Guru Danau melanjutkan, berbeda kondisinya jika poligami tersebut
sangat dibutuhkan (darurat) sebagaimana yang dialami Tuan Guru Zaini Abdul
Ghani. Kata Guru Danau, Tuan Guru Zaini Abdul Ghani berpoligami karena
belum memiliki anak. Seandainya beliau sudah memiliki anak dipastikan tidak
akan berpoligami karena akan ‘“membuang-buang waktu”. Guru Danau
mengatakan ia sendiri memiliki anak sebanyak tiga belas orang, sehingga tidak
ada alasan baginya untuk berpoligami. Ia mengatakan “...seperti saya ini, anak
saya berjumlah 13 orang, tapi istri saya satu saja. Kalau Tuan Guru sekumpul itu
beristri lagi, karena ingin memiliki anak, sehingga beliau beristri kembali, jaka
ada anak, kada hakun jua orang, mambuang-buang waktu (seadainya Tuan Guru
sudah memiliki anak, tidak mungkin beliau berpoligami karena membuang-buang

waktu)”. o

& bid.
% hid.
% 1bid.
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Gambaran kemudaratan yang diakibatkan dari perilaku orang-orang yang
berpoligami, telah lama terjadi dalam masyarakat Muslim. Hal ini dapat diketahui
dari pendapat Muhammad ‘Abduh bahwa memang benar poligami pada masa-
masa awal Islam sebagai solusi karena dapat mengikat hubungan keluarga dan di
samping itu kesadaran beragama baik laki-laki atau perempuan masih tinggi.
Namun pada masa sekarang kemudaratan itu muncul justru menimpa anak-anak,
istri-istri dan kerabat yang lain sehingga menimbulkan kebencian dan permusuhan
sesama mereka dari antar anak-anak atau antar istri, bahkan sampai terjadi pada
pembunuhan antar keluarga yang akhirnya hubungan keluarga pun menjadi rusak.
‘Abduh pun menyeru kepada para ulama agar meresapi kembali bahwa agama
diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan sekaligus menolak segala
kemudaratan. Apabila pada suatu masa lanjutnya, dalam penerapan suatu hukum
terjadi suatu kemudaratan yang tidak terjadi pada masa sebelumnya, maka
janganlah ragu merubah hukum tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan
sekarang berdasarkan kaidah “zlladl cls e ad8a aulidll ¢ 0 Oleh karena itu
poligami betul-betul diharamkan ketika adanya kekhawatiran bahwa keadilan
tersebut tidak dapat terlaksananya. %

Pendapat di atas menunjukkan bahwa pengertian adil tersebut tidak
sesederhana yang dipikirkan, melainkan sangat berhubungan dengan hal-hal lain
sebagai efek poligami itu sendiri. Apakah ia menjadi solusi atau sebaliknya
menimbulkan kemudaratan baik pada diri sendiri, istri pertama dan anak-anak

serta istri kedua dan seterusnya bahkan dampak-dampak pada keluarga secara

% Rida, Tafsir al-Manar, Vol. 1V, 349-350.
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keseluruhan. Dengan banyaknya pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka
menurut ‘Abduh dan al-Maraghi kendatipun poligami itu dilakukan, tetapi
syaratnya adalah dalam kondisi darurat®™ sebagaimana yang dikemukakan ulama
Banjar sebelumnya. Poligami ini baru dibolehkan kepada orang-orang yang sangat
membutuhkan yang tidak ada jalan lain selain berpoligami dengan syarat
dipercaya dapat berbuat adil dan diyakini pula tidak akan berbuat tidak adil. **

Berdasarkan hal demikian berarti perkawinan Islam itu pada dasarnya
adalah monogami, bukan poligami. Rasulullah pun menggunakan asas monogami.
Hal ini dapat dibaca dari sejarah poligami Rasulullah yang lebih singkat daripada
masa monogami Rasulullah. Ketika Khadijah masih hidup Rasulullah hanya
beristri Khadijah dan berkumpul dengannya kurang lebih selama dua puluh tiga
tahun. Sepeninggal Khadijah Rasulullah pun baru berpoligami dan sampai wafat
masa poligami yang dilewati Rasulullah kurang lebih selama delapan tahun. Hal
ini menunjukkan bahwa Rasulullah sebenarnya lebih memilih beristri satu
daripada berpoligami.

Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ulama Banjar yang menerima
poligami dengan berbagai persyaratan yang cukup ketat bahkan sangat ketat, yang
artinya mereka baru membolehkan seseorang untuk berpoligami apabila syarat-
syarat yang ditentukan yakin dapat dipenuhi, tetapi ada pula yang terkesan tidak
terlalu menekankan pada persyaratan bahkan terlihat cukup longgar. Namun ada

juga di antara ulama Banjar yang menolak pemberlakuan poligami karena adanya

% Ibid., 350. Quraish Shihab menyebut poligami sebagai darurat kecil yang berbeda dari istilah
ulama lainnya. Namun dilihat dari pemaknaan sepertinya maksud Quraish Shihab ini sama dengan
uraian di atas bahwa poligami hanya dilakukan di saat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan.
Lihat dalam Shihab, Wawasan Al-Quran, 200.

% Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Vol. 1V, 181.
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pertimbangan-pertimbangan tertentu dan melihat pula pada kondisi-kondisi di
zaman sekarang. Kendatipun keinginan berpoligami itu masih bisa ditolerir, tetapi
harus dalam kondisi darurat dengan persyaratan yang ketat.

C. Cerai di Luar Pengadilan

1. Perbedaan Pandangan Ulama Banjar

Mayoritas ulama Banjar menyatakan bahwa cerai di luar pengadilan baik
yang murni berasal dari suami atau awalnya berasal dari istri dan kemudian
diucapkan suami dipandang jatuh talak. Ketika ditanyakan tentang aturan dalam
Undang-undang bahwa talak tidak jatuh jika diucapkan di luar pengadilan, ulama
Banjar tetap memandang perceraian terjadi dan sah. Mereka beralasan bahwa
cerai tersebut bukan ditentukan oleh tempat melainkan ditentukan oleh keinginan
untuk bercerai. Keinginan in diungkapkan melalui kata-kata yang diucapkan baik
secara jelas menggunakan kata talak (tasrih) atau pun menggunakan bahasa
sindiran yang bermaksud cerai (kinayah).

Oleh karena itu menurut Guru Supian, di mana pun tempat mengucapkan
cerai baik di rumah atau di luar rumah bahkan dimanapun asalkan diucapkan
secara jelas atau melalui sindiran untuk bercerai, maka perceraian itu pun terjadi.
Ia mengatakan “mun Kkita, biar di bawah barumahan sah, di atas hanau sah
(menurutku, walaupun diucapkan di bawah rumah atau di atas pohon enau
sekalipun tetap sah terjadi)...”. %

Berbeda dengan Ustazah Habibah yang walaupun memandang sah

perceraian di luar pengadilan, tetapi kata ulama perempuan Banjar ini hendaknya

% Guru Supian Surie, Wawancara.
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proses perceraian tidak dilakukan di luar pengadilan. Sebagaimana ia mendukung
seratus persen pencatatan akad nikah maka begitu juga ia mendukung sepenuhnya
perceraian harus dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan agama.*®

Menurut ulama Banjar cerai dapat terjadi selama yang mengucapkan atau
yang melakukan talak ini mencukupi syarat sebagai orang yang berhak
melakukannya. Syarat-syarat tersebut adalah orang yang mengucapkan talak
bukan orang gila, sudah mencapai usia balig (bukan anak-anak), di waktu bangun;
bukan diucapkan sewaktu tidur dan bukan pula dalam keadaan dipaksa. Ucapan
talak juga dipandang jatuh baik yang mengucapkan hanya bercanda, sengaja
mengucapkan kata talak walaupun tidak bermaksud, yang mengucapkan sedang
mabuk atau bahkan dalam keadaan marah.

Pendapat ulama Banjar ini tampak memiliki kesamaan dengan beberapa
penjelasan di beberapa kitab fikih. Namun berkaitan dengan mabuk yang
dimaksud para ulama adalah mabuk yang dilakukan secara sengaja bukan karena
tidak sengaja atau tidak mengetahui yang diminum atau dimakanya dapat
memabukkan. Begitu juga pengucapan cerai dalam kondisi marah tetap terhitung
jatuh talak walaupun mengklaim bahwa pada waktu mengucapkan talak itu ia
tidak menyadari atau tidak dapat menguasai emosi (ghadban). ¥/

2. Pertimbangan Hukum Ulama Banjar
Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa cerai di luar pengadilan

menurut mayoritas ulama Banjar sah asalkan memenuhi beberapa syarat yang

% Ustazah Habibah Djunaidi, Wawancara.

% Lihat beberapa hal yang disebutkan di atas dan berkaitan pula dengan pendapat ulama Banjar
dalam Al-Bayjuri, Hashiyat al-Bayjuri, Vol. 1l, 153. Al-Malibari, Fath al-Mu ‘in, 506-507. Al-
Dimashqi, Kifayat al-Akhyar, 462 dan 482. Abu Zahrah, al-Ahwal al-Shakhsiyah (Kairo: Dar al-
Fikr al-‘Arabi, t.th.), 288-289.
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disebutkan. Selain itu menurut Guru Zarkasyi cerai tersebut tetap dapat diakui
karena dipastikan adanya saksi, setidaknya pengakuan salah seorang di antara
kedua suami istri bahwa telah terjadinya perceraian di antara keduanya. *®

Menurut Guru Nursyahid yang ditambahkan pula oleh Guru Husin
Naparin bahwa apabila cerai di luar pengadilan tidak dipandang jatuh, maka akan
cenderung selalu diucapkan di dalam rumah tangga yang mestinya tidak terucap
walaupun dalam suasana emosional yang tinggi. Hal ini adalah untuk menghindari
timbulnya penyesalan bagi pasangan suami istri itu sendiri dan akan membawa
dampak buruk bagi hubungan dalam rumah tangga yang akhirnya terjadi
perzinahan dengan istri sendiri. Guru Nursyahid mengatakan “bila tidak jatuh,
banyak orang mengucapkan talak itu, yang pasti pada waktu ada perselisihan,
suami marah-marah, lalu terlontar kata talak, si istri karena emosi, menjawab ya.
Bayangkan kalau talak itu diucapkan beberapa kali, lebih tiga kali misalnya. Jadi
apa akhirnya, berzina terus”. &

Guru Supian juga berpendapat yang sama, bahkan menurutnya adanya
dampak atau kesulitan lain di samping kemudaratan yang disebutkan.
Kemudaratan tersebut menurutnya lamanya menunggu penetapan jatuhnya
perceraian jika harus diproses di pengadilan. Selain itu, selama mengikuti proses
persidangan sampai dibacanya penetapan perceraian, masa idah yang harus

ditempuh bertambah lama, sementara secara agama perceraian telah terjadi ketika

berada di luar pengadilan.*®

% Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara.
% Guru Nursyahid Ramli, Wawancara.
199 Guru Supian Surie, Wawancara.
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Menurut ulama Banjar peran pengadilan agama adalah agar dapat
melindungi hak-hak suami, istri dan anak-anak dari perkawinan tersebut. Hak-hak
itu dapat ditentukan secara objektif karena ditetapkan melalui proses persidangan
yang kedudukannya memiliki kekuatan hukum. Apabila di antara pasangan ini ada
yang tidak menjalankan kewajibannya maka pihak yang dirugikan dapat menuntut
kembali.

Oleh karena itu menurut ulama Banjar, pengadilan agama sebenarnya
cukup memastikan apakah telah diucapkan atau tidak kata-kata talak tersebut.
Berdasarkan hal tersebut pihak pengadilan pun memanggil masing-masing pihak
untuk memeriksa dan mempelajari permasalahan yang dihadapi pasangan suami
istri yang berperkara. Setelah proses tersebut dilakukan pengadilan agama dapat
menetapkan atau memutuskan perkara itu sesuai dengan yang telah terjadi pada
suami istri sebelum perkara ini masuk ke persidangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya pada pasal 49
bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara yang salah satunya adalah perkawinan. Namun demikian
baik ketetapan atau keputusan akhir dari persidangan sepenuhnya berada pada
kekuasaan pengadilan, bukan mengikuti ketetapan telah terjadinya cerai di luar
pengadilan sebagaimana yang dikemukakan ulama Banjar, termasuk juga
hitungan talak yang dijatuhkan.

Ketetapan atau keputusan akhir ini dapat juga dilihat pada pasal 39 ayat

(1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang
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intinya bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan
sehingga ketetapan atau keputusannya pun berada di pengadilan.’® Begitu juga
pada pasal 115 Instruksi Presiden Rl Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam yang lebih menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di
depan sidang pengadilan Agama. Alasan-alasan perceraian pun sebagaimana
diatur pada pasal 116, harus jelas dan dapat diterima serta sebagaimana diatur
pada pasal 117, perceraian tersebut dapat ditandai dengan pembacaan ikrar talak
di depan persidangan. *2

Adapun pendapat Ustazah Habibah tampaknya sejalan dengan aturan yang
disebutkan di atas. Kendatipun terlihat adanya dualisme pemikiran dari Ustazah
Habibah tetapi jika dipahami kembali sebenarnya ia lebih mengikuti prosedur
yang berlaku di pengadilan agama. Hal ini dapat diketahui melalui beberapa
penjelasannya bahwa perceraian yang diproses di persidangan lebih membawa
kepada kemaslahatan yaitu adanya kejelasan status seseorang baik sebagai duda
atau pun janda. Ketetapan perceraian itu menjadi bukti bahwa ia pernah menikah
dan sekarang sudah tidak terikat lagi, sehingga dapat menentukan nasib hidupnya
ke depan. Sebaliknya, lanjut ulama perempuan Banjar ini apabila ketetapan
perceraian diperoleh tidak secara resmi cenderung akan menimbulkan fitnah
terhadap statusnya yang akan mempersulit dirinya sendiri di kemudian hari. la
mengatakan sebagai berikut:

...perceraian harus di depan pengadilan, banyak kemaslahatannya, artinya

jelaskan, artinya ketika menikah lagi jelas, baik suami atau istri kan kalau
mau menikah lagi, nah ini ada surat cerainya, jelas sudah... nah cerai dari

191 Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan, 125.
1% Ibid., 189.
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mulut ke mulut saja, siapa yang mau menerima, pasti orang bertanya,

mana buktinya, jangan-jangan status istri kamu masih, ...orang kan

bertanya, eh jangan-jangan kamu suaminya si ... kalau ada tanda bukti
kan, memudahkan ia sendiri. Jadi banyak kemaslahatannya bila cerai lewat

pengadilan. 1%

Oleh karena menurut Ustazah Habibah mengikuti aturan pemerintah
sebagaimana pernah dijelaskannya pada akad nikah sebelumnya adalah lebih baik.
Ia pun mengemukakan sebuah hadis “_l = ¥ , »=¥” bahwa janganlah membuat
kemudaratan dan jangan pula dimudaratkan yang maksudnya pemerintah harus
membuat aturan untuk kemaslahatan rakyat sebagaimana kaidah “ Jle sleY) <o pas
daliadl Lo gia e 01, Aturan juga sekaligus menghindari kemudaratan dan media-
media yang dapat menyampaikan kepada kemudaratan itu. 1%

Selain dari Ustazah Habibah, ada pula ulama Banjar lainnya yaitu Guru
Nursyahid yang terlihat merubah pendapatnya ketika di akhir proses penggalian
data khususnya berkaitan dengan cerai di luar pengadilan. Pada waktu
memberikan penjelasan tentang haramnya perempuan menikah sebelum
berakhirnya masa idah, ia pun kembali menekankan tentang pentingnya
pencatatan akad nikah sehingga dengan pencatatan tersebut dapat diketahui
identitas calon mempelai khususnya pihak perempuan. la mengatakan “makanya
disuruh pencatatan itu supaya dia menikah tidak di dalam masa idah. Jadi harus
betul-betul diperiksa, bila benar-benar jelas, baru dinikahkan”. 1

Pendapat ini secara otomatis juga mengakui bahwa pentingnya perceraian

diproses di pengadilan, karena seorang janda tidak dapat dinikahkan secara resmi

dan tercatat sebelum mengkonfirmasi bukti status seorang janda tersebut, apakah

103 Ustazah Habibah Djunaidi, Wawancara.
1% Ipid.
195 Guru Nursyahid Ramli, Wawancara.
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ia masih di dalam masa idah atau tidak atau bahkan masih menjadi istri orang lain.
Selama janda ini tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti yang disyaratkan,
selama itu pula ia tidak dapat dinikahkan secara tercatat. Akhirnya untuk
mengamankan diri mencari jalan lain yaitu melalui akad nikah tidak tercatat,
sementara praktik semacam ini mengandung kemudaratan yang sangat besar
sebagaimana pernah dijelaskan. Kendatipun di waktu mendatang dapat membuat
permohonan sidang itsbat nikah, tetapi pada praktiknya tidak semudah itu pula
pengadilan agama mengabulkan permohonan itu karena adanya syarat-syarat yang
harus dipenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya
ulama Banjar mengakui adanya kemaslahatan jika perceraian dilakukan di
persidangan. Namun apabila telah terjadi perceraian di luar pengadilan mesti
dipandang jatuh dan pengadilan pun harus mengikuti ketetapan perceraian yang
telah terjadi di luar pengadilan, baik dari jumlah terjadinya perceraian pada
seseorang ataupun waktu terjadinya perceraian, sehingga penghitungan masa idah
dapat dihitung sejak terjadinya perceraian tersebut. Berbeda dengan Ustazah
Habibah dan termasuk pula Guru Nursyahid yang walaupun memandang sah
perceraian di luar pengadilan tetapi lebih menganggap tepat jika perceraian itu
dilakukan di pengadilan, karena kemaslahatannya sangat banyak. Sikap dari kedua
ulama ini menunjukkan bahwa mereka mengakui dan mengikuti proses yang

dilakukan di pengadilan baik dalam menetapkan jumlah atau waktu perceraian.
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D. Hukum Idah
1. Motif (“Illah) Pemberlakuan Idah

Idah menurut ulama Banjar adalah masa-masa tertentu dimana pada waktu
itu suami masih memiliki hak dan kewajiban pada istri yang dicerainya, sehingga
dengan hak dan kewajiban tersebut istri tidak dapat menikah dengan laki-laki lain.
Pengertian yang dikemukakan ulama Banjar tidak berbeda dengan pendapat para
ulama lainnya bahwa idah adalah masa tunggu atau masa menahan diri untuk
tidak menikah pada masa itu baik sebagai wanita merdeka atau pun tidak.'%
Jelasnya idah adalah masa penantian seorang perempuan yang menyertai hari-
harinya tanpa adanya pernikahan.*%’

Adapun berkaitan dengan motif ( ‘i/lah) adanya doktrin idah, ulama Banjar
mengatakan di samping telah ditentukan al-Qur’an secara langsung, juga untuk
mengetahui kebersihan rahim dari janin bekas suami, memberikan kesempatan
berpikir pada suami untuk kembali rujuk pada istrinya, sebagai bentuk bela
sungkawa atas meninggalnya suami dan sebagai wujud fa ‘abbudiyah yang harus
diterima secara apa adanya oleh perempuan. Pendapat ulama Banjar ini sama
dengan pendapat para ulama selama ini bahwa adanya idah adalah:'®
a. Untuk mengetahui terbebas dan bersihnya rahim perempuan serta tidak

terkumpulnya air mani dari dua orang laki-laki atau lebih pada satu rahim

196 AI-Dimyafi, Hashiyat I ‘anat, Vol. 1V, 37.

07 Al-JaZiri, Kitab al-Figh ‘ala al-Madhahib, Vol. 1V, 451.

198 Al-Malibari, Fath al-Mu 7n, 523. Al-Dimyafi, Hashiyat I‘anat, Vol. IV, 37-38. Al-Ansari, Fath
al-Wahhab, Vol. Il, 179. Jalal al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Mabhalli, Kanz al-Raghibin
(Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001), 472. Al-Nawawi, Kitab al-Majmu”, Vol. XIX,
391. Al-Jaziri, Kitab al-Figh ‘ala al-Madhahib, Vol. IV, 454. Sabiq, Figh al-Sunnah, Vol. Il, 341.
Al-Zuhayli, al-Figh al-Islami, Vol. VII, 627.
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karena jika air mani bercampur, keturunan yang keluar pun akan bercampur
(bara’at al-rahm);

b. Sebagai media untuk merenung kembali agar suami rujuk kembali pada
istrinya;

c. Sebagai media untuk menunaikan hak suami yang telah meninggal dunia
dengan cara menghormatinya melalui idah dan menunjukkan rasa duka cita
atas kematiannya serta solidaritas terhadap keluarga suaminya (tafajju‘);

d. Istri dapat berhati-hati memilih suami yang baru sehingga tidak menjadi
kemudaratan bagi dirinya dalam menjalani hari-hari berikutnya;

e. Sebagai bentuk fta ‘abbudiyah yakni ibadah yang mesti diterima secara apa
adanya dan dilaksanakan serta dijalani dengan yakin tanpa diiringi berbagai
pertanyaan.

Apabila ditelisik kembali tampaknya beberapa uraian di atas sebenarnya
lebih tepat disebut hikmah'® idah dan hal ini pun diakui oleh beberapa ulama.
Dikatakan sebagai hikmah karena semua uraian di atas dapat diperoleh dan
dirasakan setelah idah tersebut dijalani. Masing-masing perempuan yang
menjalani pun tampaknya mendapatkan manfaat yang berbeda sesuai dengan

persepsi dan ketahanan psikologis masing-masing. Oleh karena itu, hikmah

199 perbedaan antara ‘illah dan hikmah sebenarnya telah disinggung ketika membahas pengertian
maqasid al-shari‘ah. Hikmah hukum berhubungan dengan al-gayah al-ba ‘idah al-magsudah
yakni tujuan terdalam yang ingin dicapai. Tujuan tersebut adalah untuk mencapai kemaslahatan
dan menghindari kemudaratan untuk umat manusia. Permasalahannya masing-masing orang dapat
berbeda memandang kemaslahatan dan kemudaratan , sehingga kedudukan hikmah hukum bukan
sebagai penentu ada atau tidak adanya hukum karena hikmah merupakan persoalan yang masih
samar, sulit diukur dan ditangkap panca indera bahkan masing-masing individu dapat berbeda
memandang suatu hikmah. Lihat kembali Al-Zuhayli, Usul al-Figh, Juz Il, 651. Yahya dan
Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan, 84. Namun demikian bagi suatu hukum yang tidak
ditemukan ‘illahnya setelah melakukan pengkajian, sementara adanya kemaslahatan yang sangat
kuat untuk dilaksanakan atau ditinggalkan, maka suatu hukum dapat ditetapkan berdasarkan
kemaslahatan itu, walaupun ia adalah sebagai hikmah.
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hukum tidak dapat dijadikan ukuran untuk menentukan hukum idah yang justru
apabila dipaksakan menjadi ‘illah (motif atau alasan) adanya hukum idah,
menyebabkan inkonsistensi dengan teori ‘i/lah sendiri. Dampak lainnya doktrin
idah tidak dapat bertahan, sebab dipastikan adanya gugatan yang menyatakan
doktrin idah tidak relevan untuk menghadapi kemajuan zaman. Saat ini teknologi
kedokteran mampu mengetahui ada atau tidak adanya janin dalam kandungan,
bahkan melalui tes urine pun beberapa detik berikutnya hasil pemeriksaan ini
dapat diketahui.

Ulama Banjar sendiri memberikan jawaban bahwa teknologi dan agama
terkadang tidak sejalan dan apabila Allah menghendaki, bisa saja rahim tersebut
tidak terdeteksi walaupun di dalamnya terdapat janin. Di samping itu menurut
ulama Banjar idah adalah ta‘abbudiyah yang mesti diterima oleh perempuan
sebagai taklif. Jawaban ini tampaknya masih meninggalkan celah yang perlu
didiskusikan lebih lanjut, sementara mengetahui ‘llah (motif, alasan atau
motivasi) hukum idah adalah sangat penting agar doktrin ini selalu dapat
berdialog dengan kemajuan dan perubahan zaman.

Berdasarkan kajian melalui al-sibr wa al-tagsim'*°

tampaknya dapat
ditentukan bahwa ‘illah ayat-ayat idah adalah akad nikah dan etika terhadap

pasangan. Maksudnya sesuatu yang menjadi faktor atau ‘illah ayat-ayat idah

19 yika “illah tidak ditentukan nash dan ijma‘ maka ‘illah digali melalui al-sibr wa al-tagsim. Al-
Sibr adalah penelitian dan pengujian terhadap beberapa sifat yang terdapat dalam suatu hukum,
apakah sifat tersebut layak untuk dijadikan ‘illah atau tidak. Kemudian diambil salah satu sifat
yang paling tepat dijadikan ‘illah dan sifat-sifat lainnya ditinggalkan. Adapun al-tagsim
kelanjutan dari al-sibr yakni membatasi ‘i/lah pada satu sifat dari beberapa sifat yang dikandung
suatu nas. Lihat Zaydan, al-Wajiz fi Usul, 214. Muhammad ibn Husayn ibn Hasan al-Jayzani,
Ma ‘alim Usul al-Figh ‘inda Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘as (Riyad: Dar Ibn al-Juwayzi, 1996),
209.
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adalah pernah adanya akad nikah di antara keduanya dan etika terhadap pasangan
baik terhadap suami maupun istri. ‘lllah hukum yang ditawarkan di atas
khususnya etika terhadap pasangan terinspirasi dari pemikiran Abdul Mogsit
Ghazali yang menyatakan hukum idah mestinya berlandaskan etik-moral.**!
Kendatipun ia tidak menegaskan apakah etik-moral itu adalah sebagai ‘illah idah,
tetapi pemikiran tersebut sangat menarik untuk dikaji kembali.

Pernah adanya akad nikah dan etika terhadap pasangan sepertinya relevan
dijadikan sebagai ‘illah ayat-ayat idah. Hal ini disebabkan bahwa pada waktu
sebelumnya suami istri ini memulai kehidupan dengan akad nikah yang suci dan
kemudian menjalani kehidupan ini secara bersama-sama, bahkan menghabiskan
waktu sampai bertahun-tahun baik dalam suka maupun dalam duka, sehingga
dapat dipastikan memiliki kenangan yang tidak dapat digambarkan oleh orang
lain. Selama berumah tangga keduanya hidup dalam satu irama, tawa dan canda,
sehingga jika rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi yang
berakhir pada perceraian, hal itu merupakan jalan terakhir yang dapat dilakukan
sehingga tidak etis atau tidak sopan apabila perceraian membuat hilangnya bekas-
bekas kenangan ketika berumah tangga. Oleh karena itu agar bekas-bekas tersebut
tidak hilang berlalu, disitulah diperlukan adanya idah.

Dengan ‘llah hukum berupa pernah adanya akad nikah dan etika ini,
hikmahnya suami istri yang bercerai hidup dapat memikirkan kembali masa depan
kehidupan rumah tangga dan anak-anaknya, sehingga dari hal ini keduanya dapat

rujuk sebagai suami istri kembali. Begitu juga istri yang ditinggal mati suaminya

11 Aranni (ed), Tubuh, Seksualitas, 159.
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dapat menunjukkan rasa solidaritas dan berkabung (zafajju‘ ) atas meninggalnya
suami tercinta yang melindunginya selama ini. Agar masa berkabung ini dapat
dilakukan dengan baik, Islam pun menetapkan hukum ihdad bagi istri secara
wajar. Selanjutnya istri yang dicerai ketika hamil, hikmahnya adalah untuk
menghormati buah yang ditanam oleh suami terdahulu.

Berdasarkan hal di atas, tampaknya ‘illah ayat-ayat idah berupa akad nikah
dan etika merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap rumah tangga muslim
yang bercerai. ‘fllah ini patut dipertahankan agar tidak terjadinya pemahaman
yang spekulatif terhadap doktrin idah khususnya dikaitkan dengan kemajuan
teknologi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ‘i//ah idah adalah karena
pernah adanya akad nikah dan etika terhadap pasangan.

2. Penetapan Awal Masa Idah

Sebagian besar ulama Banjar yang menyatakan perceraian terjadi dan sah
walaupun di luar pengadilan, dipastikan menghitung awal masa idah sejak
terjadinya perceraian tersebut. Namun ketika dibawa ke pengadilan biasanya
putusan atau penetapan pengadilan Agama berbeda dengan penghitungan awal
masa idah yang telah terjadi di luar pengadilan. Perbedaan itu pun juga terjadi
pada hitungan jumlah talak sebagaimana pengalaman salah seorang ulama Banjar
yaitu Guru Supian yang pernah diminta untuk menetapkan perceraian yang terjadi
di antara pasangan suami istri. Ulama ini menetapkan telah terjadi talak tiga di
antara keduanya dan suami istri ini pun tegas ulama ini mengakui terjadinya talak
tiga itu di antara keduanya, tetapi setelah dibawa ke pengadilan hanya dijatuhkan

talak satu.
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Khususnya berkaitan dengan penetapan awal idah, sebagian besar ulama
Banjar yang tetap pada pandangannya semula tidak mengikuti Kketetapan
pengadilan. Namun pandangan ulama ini pun akhirnya tidak dapat digunakan. Hal
ini karena jika seorang janda itu ingin menikah kembali, walaupun secara hukum
Islam di luar pengadilan ia telah menghabiskan masa idah, tetapi secara tertulis
dari penetapan pengadilan agama ia masih dalam masa idah, maka tetap saja ia
tidak dapat menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Akad Nikah (PPN)
karena dipastikan pihak PPN akan memilih bukti tertulis dari pengadilan agama.
3. Perempuan Menikah sebelum Berakhir masa Idah

Ulama Banjar menyepakati bahwa istri yang bercerai dengan suaminya
wajib menempuh masa idah. Kewajiban ini telah ditentukan secara jelas di dalam
al-Qur’an sehingga mutlak diterima dan dijalani dengan rela sebagai salah satu
bentuk ta ‘abbudiyah kaum perempuan terhadap ketentuan Allah.

Berdasarkan tegasnya ketentuan idah ini, ulama Banjar pun mengatakan
apapun alasan yang dikemukakan khususnya berkaitan dengan kemajuan
teknologi kedokteran yang dapat mendeteksi rahim, perempuan yang menikah
dengan laki-laki sebelum berakhirnya masa idah hukumnya haram.*? Akad nikah
yang diselenggarakan tidak sah, sehingga wajib dibatalkan serta diwajibkan
menghabiskan sisa masa idah yang masih ada. Apabila pasangan ini berkumpul
dan melakukan hubungan sebagai suami istri maka menurut ulama Banjar
hukumnya zina. Guru Zuhdi mengatakan:

Perempuan yang kawin sebelum habis masa iddah, tidak sah, haram dan
zina bila ia berhubungan badan. Allah berfirman pada ayat 235 dari surat

12 jhat kembali bahasan sebelumnya tentang penetapan awal masa idah.
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al-Baqarah  “alal Ul aly Js S sae Ve 3x¥” jadi tidak boleh

perempuan tu dinikahi sebelum habis masa iddahnya... selain itu, iddah ni

kan ta‘abbudiyah maka mau tidak mau harus diterima untuk

melaksanakannya, ini takdir untuk kaum perempuan, karena semata-mata

pengabdian dengan aturan, dengan Allah dan Rasul-Nya. 3

Di samping itu hal yang paling krusial menurut ulama Banjar bahwa
perempuan yang dicerai dan masih dalam masa idah statusnya masih istri dari
suami yang menceraikannya. Oleh karena itu perempuan yang masih dalam masa
idah diharamkan baik menerima lamaran, terlebih lagi mengadakan akad nikah
dengan laki-laki lain. Pendapat ini sejalan dengan pendapat beberapa ulama
bahwa tidak hanya menikah sebelum berakhirnya masa idah yang diharamkan,
meminang perempuan yang masih dalam masa idah pun sudah diharamkan.
Pinangan yang dikemukakan secara terang-terangan (tasrih) atau pun sindiran
(ta rid) diharamkan pada perempuan idah talak raj 7, sementara talak yang bukan
raj ‘T hanya dibolehkan meminang secara sindiran.*** Jika terjadi akad nikah pada
masa ini, akadnya pun batal berdasarkan al-ijma*.**

Guru Nursyahid menekankan bahwa akad nikah yang dilaksanakan di
masa idah adalah kesalahan yang sangat fatal dan hal ini merupakan tanggung
jawab bersama, terutama diri yang bersangkutan dan wali nikahnya beserta orang

yang ikut menikahkan. la mengatakan “...ini kesalahan yang sangat mendasar

sekali. Yang menikahkan itu kan walinya kan, kenapa walinya ini tidak teliti

3 Guru Ahmad Zuhdiannor, Wawancara.

14 Al-Malibari, Fath al-Mu 9h, 449. Al-Ansari, Fath al-Wahhab, Vol. 11, 56-57. Muhammad ibn
Ahmad al-Sharbini al-Qahiri al-Sharbini, al-Bujayrimi ‘ala al-Khatib wahua Hashiyat al-Shaykh
Sulayman ibn Muhammad ibn ‘Umar al-Bujayrimi al-Shafi 7, Vol. IV (Beirut: Lebanon: Dar al-
Kutub al-‘Tlmiyah, 1996), 146.

115 Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Vol. 11, 195. Al-Qurtabi, al-Jami‘ al-Ahkam, Vol. IV, 151. Al-
Tabarri, Tafsir al-Tabarri, Vol. V, 115.
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dengan anak seperti itu, itu tidak boleh, terus yang menikahkan juga, bagaimana
sampai menikahkan ini. **®

Begitu seriusnya persoalan ini, Guru Nursyahid pun akhirnya
membenarkan dan mengakui kembali pentingnya pencatatan akad nikah. la
mengatakan ‘“makanya disuruh pencatatan itu supaya dia menikah tidak di dalam
masa idah. Jadi harus betul-betul diperiksa, bila benar-benar jelas, baru
dinikahkan”. */

Berkaitan dengan kemampuan teknologi yang dapat mendeteksi keadaan
rahim apakah terdapat embrio di dalamnya, ulama Banjar mengatakan bahwa
teknologi dan agama terkadang tidak sejalan dan apabila Allah menghendaki, bisa
saja rahim tersebut tidak terdeteksi walaupun di dalamnya terdapat janin. Oleh
karena itu menurut ulama Banjar kewajiban yang diatur agama tetap wajib
dilaksanakan karena walaupun terlihat adanya pertentangan antara teknologi dan
agama, tetapi hal tersebut merupakan ketidakmampuan teknologi memahaminya.
Salah seorang ulama Banjar yaitu Guru Danau mengatakan “... seandainya Allah
ta’ala menghendaki maulah tianan tu (ada janin di dalam rahim), teknologi tidak
dapat berbuat apa-apa kan, jadi hukum Allah itu yang dipakai, hukum iddah itu
yang dipakai, apabila sudah tiga kali bersih, tiga kali haid, empat bulan sepuluh
hari, atau tiga bulan, atau sampai melahirkan, ...iya sudah”. '®

Guru Zarkasyi dalam ungkapan lain juga mengatakan bahwa teknologi
tidak dapat memberikan kebenaran pasti. la membuat analogi, untuk mensterilkan

sesuatu dari jilatan anjing, bisa saja dengan menggunakan detergen tetapi setelah

16 Guru Nursyahid Ramli, Wawancara.
117 B

Ibid.
18 Guru Danau, Wawancara.
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diteliti masih meninggalkan kuman yang berbeda hasilnya jika dibersihkan
dengan tanah. Oleh karena itu mengikuti yang dituntun agama adalah yang paling
aman. %

Apabila persoalan di atas dilihat kembali sebenarnya pokok masalahnya
bukan berada pada sejalan atau tidaknya agama dengan teknologi, tetapi terletak
pada persoalan motif adanya doktrin idah. Apabila masih menjadikan beberapa
hikmah idah yang disebutkan sebelumnya khususnya pada bagian bara’az al-rahm
sebagai ‘illah idah yang diyakini selama ini maka siapa pun tidak dapat
menyalahkan adanya orang lain yang beranggapan bahwa perempuan yang belum
habis masa idahnya bolenh menikah. Alasannya karena keadaan rahim dapat
dideteksi melalui teknologi. Kendatipun para ulama berupaya menambahkan
alasan yang lain bahwa doktrin idah juga sebagai bentuk taklif yang diterima
secara ta‘abbudiyah, tetapi nalar manusia dipastikan masih liar untuk
mempertanyakan persoalan ini. Akhirnya doktrin idah yang mestinya dijalani
dengan sempurna dianggap tidak relevan lagi.

Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan tersebut, mestinya
berpegang kepada ‘i/lah ayat-ayat idah yang ditawarkan sebelumnya. ‘/llah inilah
yang menentukan ada atau tidak adanya hukum, sebagaimana kaidah « sx oSl &)
e 5 hgas 4iSa ae ¥ aile ae” 120 yiaity bahwa hukum itu tergantung dengan ada
atau tidak adanya ‘i/lah, bukan tergantung dengan hikmah hukum.

Dengan ‘illah idah berupa pernah adanya akad nikah dan etika pada

pasangan, menjadikan idah wajib dilaksanakan, walaupun keadaan rahim dapat

9 Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara.
120 Al-Zuhayli, Usul al-Figh , Vol. I, 651.
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dideteksi tetapi tidak dapat membuat kewajiban idah menjadi hilang. Di samping
itu kembali pada pendapat ulama terdahulu, bahwa yang dilarang tidak hanya
menikah, tetapi dilarang pula bagi laki-laki meminang perempuan yang masih
dalam masa idah dan sebaliknya perempuan pun dilarang juga menerima pinangan
laki-laki lain. Hal ini karena di samping perempuan tersebut masih beridah juga
masih berstatus sebagai istri dari suami yang menceraikannya.'®* Pendapat ini
menjadi isyarat bahwa pengharaman menikahi perempuan dalam masa idah tidak
berkaitan dengan hikmah-hikmah idah, melainkan menghormati akad nikah yang
telah diucapkan dan termasuk pula etika pada pasangan. Pentingnya
penghormatan akad nikah dan etika pada pasangan, Islam pun membatasi secara
wajar aktivitas perempuan di luar rumah selama masa idah dan bahkan harus
diketahui pula oleh suami yang menceraikannya.

Perempuan yang dicerai masih berstatus sebagai istri, dapat dihubungkan
dengan al-Qur’an, 4: 24 yang tertulis «...sSial cSlda ¥) cludll (40 Gliasall 52 yang
artinya “dan (diharamkan kamu juga mengawini) wanita yang bersuami, kecuali
budak-budak yang kamu miliki...”. Lafal “cluasa” di samping bermakna « < 53
4a 5 i 3l ) sl z)53Y1” yaitu sebagai perempuan yang bersuami, arti asalnya adalah
“aadl” yaitu larangan, sehingga dari makna ini dapat dipahami bahwa laki-laki
dilarang menikahi perempuan yang bersuami. Namun ketika idah yang dijalaninya
berakhir mereka pun dihalalkan untuk menerima pinangan. %

Khitab ayat di atas sebenarnya ditujukan pada laki-laki agar tidak melamar

terlebih  menikahi perempuan yang masih dalam masa idah, tetapi pihak

121 Al-Dimashdi, Kifayat al-Akhyar, 428.
122 Al-Qurttibi, al-Jami‘ al-Ahkam, Vol. VI, 198-199, 201. Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Vol.
V, 5.
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perempuan diwajibkan secara konsisten menjalani masa idah dan berkata secara
jujur sisa masa idah yang harus dilewatinya, sehingga ia pun dilarang menerima
lamaran kecuali dalam perceraian bukan raj ‘7, itu pun hanya dibolehkan secara
sindiran. Kejujuran ini dipastikan dapat didukung dengan baik jika perceraian
yang dilakukan memiliki kekuatan hukum melalui saksi administratif yaitu
salinan perceraian yang dikeluarkan pengadilan agama.

Deskripsi ini dapat disimpulkan bahwa ulama Banjar menyatakan idah
wajib dan mutlak dijalani perempuan sampai berakhirnya masa tersebut.
Perempuan yang menikah di masa idah hukumnya haram karena idah juga
merupakan ta ‘abbudiyah. Akad nikah yang diselenggarakan tidak sah dan wajib
dibatalkan serta diwajibkan juga menyelesaikan masa idah yang tersisa. Jika hidup
berkumpul sebagai suami istri, hukumnya zina. Kajian ini juga menghasilkan
bahwa dengan alasan apapun perempuan tidak dibolehkan menikah sebelum
berakhirnya masa idah. Kendatipun teknologi mampu mendeteksi keadaan rahim,
tetap saja diharamkan karena pada dasarnya adanya doktrin idah ( i/lah) itu karena
adanya akad nikah dan etika pada pasangan.

4. Mungkinkah Laki-laki Memiliki Masa Idah

Ulama Banjar menyepakati bahwa laki-laki (suami) tidak memiliki masa
idah sebagaimana yang diwajibkan kepada perempuan (istri). Laki-laki dapat
menikah kembali dengan segera baik setelah perceraian atau setelah wafatnya istri
tanpa menunggu sebagaimana perempuan. Guru Zarkasyi menegaskan bahwa
pernyataan yang mengatakan adanya idah bagi suami adalah pernyataan yang

tidak berdasar. Hal ini karena tidak ditemukan adanya dalil baik dari al-Qur’an,
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hadis atau pun pendapat ulama yang menyatakan adanya kewajiban bagi laki-laki
untuk beridah. ?*

Dalam al-Qur’an dan hadis Nabi bahkan dalam pendapat ulama sekalipun
memang tidak ditemukan adanya bahasan yang membicarakan idah laki-laki,
terlebih lagi mewajibkannya. Kendatipun misalnya ada yang menafsirkan atau
mengarahkan pemikirannya ke arah itu, juga tidak mungkin terjadi karena kondisi
pada masa itu superioritas laki-laki ditempatkan lebih dominan daripada
perempuan bahkan menjadi simbol keperkasaan bangsa Arab waktu itu. Terlebih
lagi pada waktu itu juga kekerasan dan peperangan menjadi bagian dari hidup
bangsa Arab, sehingga sangat mustahil bahkan sangat bertentangan jika adanya
bahasan-bahasan yang mengarahkan ke arah idah laki-laki.

Berkaitan dengan hal di atas menurut ulama Banjar seperti Guru
Nursyahid, Guru Bakhiet dan Guru Zuhdi bahwa pada kondisi-kondisi tertentu
ada larangan bagi laki-laki untuk menikah sebelum berakhirnya masa idah istri
yang dicerai. Namun demikian mereka juga menegaskan bahwa kondisi itu bukan
dan tidak dapat disebut sebagai idah suami. Larangan bagi suami menikah
sebelum berakhir masa idah istri semata-mata karena berkaitan dengan hukum
perkawinan selanjutnya. Misalnya seorang suami memiliki empat orang istri,
salah satunya meninggal dunia atau dicerai maka suami tidak dibolehkan menikah

dengan perempuan lain sebelum berakhirnya masa idah istri, baik karena ia wafat

atau dalam idah cerai hidup. Larangan ini karena istri yang meninggal atau yang

12 Guru Zarkasyi Hashi, Wawancara.
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dicerai statusnya masih sebagai istri, sehingga jika suami langsung menikah
berarti ia mengumpulkan istri lebih dari empat orang.

Begitu juga misalnya seorang suami yang telah menceraikan istrinya dan
berencana menikahi saudara istri atau bibi istri. Dalam hal ini suami tersebut tidak
dibolehkan menikahi saudara istri atau bibi istri sebelum berakhirnya masa idah
istri yang dicerai, karena status perempuan yang dicerai itu juga masih sebagai
istri. Larangan ini muncul karena jika suami tersebut langsung menikah dengan
saudara istri atau bibi istri berarti sama artinya ia mengumpulkan orang yang
sedarah sebagai istri yang dilarang dalam Islam.**

Namun ada satu hal yang menarik dari pemikiran di atas bahwa istri yang
masih dalam masa idah baik karena dicerai atau karena wafat, berstatus masih
sebagai istri. Point yang ditekankan di sini adalah status seorang perempuan
tersebut masih sebagai istri. Status inilah yang perlu diperhatikan sehingga dapat
menangkap pesan-pesan dibalik idah perempuan dan tidak adanya idah bagi laki-
laki.

Seorang ulama Banjar yaitu Guru Nursyahid pernah mengatakan apabila
seorang suami yang ingin menikah kembali pasca perceraian, lebih etisnya
meminta izin kepada istrinya yang dicerai dalam talak raj 7 itu, karena perempuan
tersebut masih berstatus sebagai istrinya. Kendatipun ulama ini menyadari bahwa

dalam referensi-referensi fikih tidak ditemukan adanya keharusan bagi suami

124 Ketentuan di atas dapat dilihat dalam Al-Dimyafi, Hashiyat I ‘anat, Vol. 1V, 37. Al-Sharbini, al-
Bujayrimi ‘ala al-Khatib, Vol. IV, 177-178.
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untuk meminta izin kepada istri baik untuk melakukan poligami terlebih lagi
menikah setelah terjadinya perceraian. }*°
Dengan mempertimbangkan perempuan yang dicerai dalam talak raj 7
statusnya masih sebagai istri dan alangkah lebih baiknya minta izin pula pada istri
yang masih dalam idah untuk menikah dengan perempuan lain, tampaknya yang
lebih diperhatikan di sini adalah faktor etika. Pada bahasan sebelumnya etika
dipandang layak menjadi salah satu ‘i/lah hukum idah dan patut disadari bahwa
sebuah hukum yang baik, tidak hanya memfokuskan pada sah tidaknya, wajib
tidaknya, makruh tidaknya, haram halal atau boleh tidaknya melakukan suatu
perbuatan, tetapi hukum yang baik adalah mengikutsertakan etika. Dengan
mengikutkan etika, produk hukum yang ditetapkan pun diharapkan tidak terkesan
normatif dan doktriner. Hukum yang mengikutsertakan etika dapat tumbuh subur
dalam kehidupan masyarakat karena dapat diterapkan oleh masyarakat sesuai
dengan kondisi, faktor kemanusiaan dan suasana psikologis masyarakat yang
mengamalkannya. *%°
Laki-laki secara tekstual diakui tidak memiliki masa idah, tetapi dengan
‘illah ayat-ayat idah berupa pernah adanya akad nikah dan etika terhadap
pasangan, apakah dipandang etis juga jika seorang suami yang baru ditinggal
wafat istrinya kemarin, pada hari ini langsung mengadakan akad nikah dengan

perempuan lain. Padahal jika suami itu mau menahan diri —walaupun tidak disebut

125 Guru Nursyahid Ramli, Wawancara.

126 Abdul Helim, “Membaca Kembali ‘Z/lah Doktrin Idah dalam Perspektif Ushdl al-Figh”, Karsa:
Jurnal Sosial & Budaya Keislaman-Islam, Budaya & Hukum, Vol. 20, No. 2 (Desember 2012),
288.
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idah- dipastikan akan menimbulkan kemaslahatan dan kebaikan, baik pada suami
atau pun kehormatan pada istri yang meninggal dan keluarganya.

Kendatipun hanya istri yang memiliki rahim sehingga hanya dia yang
mengandung dan haid, sementara suami tidak memiliki beban sebagaimana yang
dialami istri, tetapi hal ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan karena masalah
rahim atau haid bukan menjadi ‘il/lah idah, melainkan sebagai hikmah seperti yang
pernah dibahas sebelumnya. Semua itu didasari dari pernah adanya akad nikah di
antara suami istri tersebut sehingga timbulnya keharusan beretika pada pasangan
khususnya pada istri yang dicerai. Oleh karena itu pada dasarnya suami pun tidak
memiliki kebebasan tak terbatas untuk melakukan pernikahan setelah perceraian.

Diakui, sebagaimana di akhir ayat al-Qur’an, 2: 228 suami memiliki
derajat yang lebih tinggi dari istri, tetapi terlihat tidak etis pula apabila langsung
mengadakan pernikahan dengan perempuan lain. Suami mestinya dapat
memikirkan kembali perjalanan hidupnya selama berumah tangga yang dari
hubungan ini dilahirkan anak-anak, sehingga dipastikan ayah (suami) tidak dapat
meninggalkan anak dan istrinya tanpa berkesan.

Jika membaca kembali sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW tercatat
pada bulan Ramadhan tahun kesepuluh Siti Khadijah ra meninggal dunia. Nabi
Muhammad bersedih dan menampakkan bela sungkawa (tafajju?) atas
meninggalnya istri yang mendampingi perjuangannya selama ini. Selama
beberapa bulan setelah meninggalnya Siti Khadijah'*’ atau ada pula yang

mengatakan selama satu bulan sepeninggal Siti Khadijah, Nabi Muhammad

127 syed Ameer Ali, Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Hidup Nabi
Muhammad SAW, terj. H.B. Jassin (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 389.
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menahan diri untuk tidak menikah dan baru pada bulan berikutnya yaitu bulan
Syawal, Nabi Muhammad menikahi Sawdah binti Zam<ah.*?® Dalam catatan lain
awalnya pada bulan Syawal Nabi menikahi ‘A’ishah ra, tetapi karena ‘A’ishah
pada waktu itu masih berusia sekitar enam atau tujuh tahun, Nabi pun tidak
langsung berkumpul. Namun pada bulan itu pula Nabi menikahi seorang janda
yang bernama Sawdah binti Zam*ah dan langsung berkumpul. *#°

Sejarah di atas dapat dibaca sepertinya ada dorongan yang lahir dari diri
Nabi Muhammad untuk menahan diri agar tidak menikah dengan segera,
walaupun pada masa itu seorang laki-laki dengan mudahnya menikah kembali
dengan perempuan yang lain. Jika dipahami tampaknya dorongan tersebut adalah
karena pernah adanya akad nikah pada keduanya dan faktor etika pada istrinya,
sehingga selama satu bulan bahkan pendapat lain beberapa bulan Nabi
Muhammad menahan diri untuk tidak langsung melamar perempuan lain.**

Hal ini menunjukkan bahwa Nabi melakukan yang seharusnya dilakukan
pula oleh masyarakat Islam sekarang khususnya para suami. Kendatipun tidak
mesti menyesuaikan dengan masa yang wajib ditempuh istri, tetapi setidaknya ada
upaya untuk menunjukkan penghormatan tersebut, pun tidak ada larangan pula
jika mengikuti masa yang ditempubh istri.

Guru Zarkasyi mengatakan bahwa saat ini gerakan gender semakin
menunjukkan identitasnya, tetapi lanjut ulama ini tidak semua hal dapat

disamakan dan tidak bisa dibayangkan apabila perempuan disamakan dengan laki-

128 |_ihat sejarahnya dalam Mahdi, al-Sirah al-Nabawiyah fi Dau’ al-Masadir al-Asliyah (Mekkah:
Jami‘ah al-Mulk al-Sa‘udiyah, 1996), 224-226. Muhammad al-Khudari, Nur al-Yagin fi Sirah
Sayyid al-Mursalin (Dar al-Fikr: t.tp, t.th.), 63-64.

129 Tarhani, Sahih al-Sirah al-Nabawiyah, Vol. I, 233.

%0 Helim, “Membaca Kembali ‘/llah, 292.
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laki.™®' Guru Supian juga sama bahwa jika laki-laki beridah sementara ia tidak
mengandung berarti sama artinya menyamakan perempuan dengan laki-laki.
Menyamakan perempuan dengan laki-laki menurut ulama ini menunjukkan bahwa
perempuan pun berhak bersuami empat orang dan hal ini sangat bertentangan
dengan agama. ¥

Jika pendapat ulama ini dihadapkan dengan tawaran sebelumnya, yaitu
sebaiknya suami menahan diri untuk tidak langsung menikah dengan perempuan
lain setelah talak raj 7, sebenarnya tidak bermaksud menyamakan laki-laki dengan
perempuan atau menyamakan perempuan dengan laki-laki. Adanya tawaran itu
semata-mata karena didasari oleh ‘llah idah dan kemudian ditambah dengan
faktor etika yang dikemukakan Guru Nursyahid serta hasil pembacaan dari sejarah
kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kendatipun suami menahan diri tidak
menikah menyesuaikan dengan masa idah istri, tetap bukan berarti harus berbalas
bahwa istri juga dibolehkan bersuami empat orang, karena kedua persoalan ini
tidak memiliki hubungan dan mempunyai kedudukan hukum tersendiri.

Deskripsi ini dapat disimpulkan bahwa menurut ulama Banjar laki-laki
tidak memiliki masa idah, sehingga dapat langsung menikah dengan perempuan
lain, kecuali dalam kondisi-kondispi tertentu. Namun di antara ulama Banjar
lainnya berpandangan bahwa lebih etis suami meminta izin terlebih dahulu kepada
istrinya yang baru dicerai dalam talak raj 7 jika ingin menikahi perempuan lain,
karena selama masa idah perempuan tersebut masih berstatus sebagai istrinya.

Pemikiran ulama Banjar ini erat hubungannya dengan ‘i/lah idah yang pernah

31 Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara.
32 Guru Supian Surie, Wawancara.
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dikemukakan dan ditambah pula dengan kajian pembacaan sejarah kehidupan
Nabi Muhammad SAW, maka tidak hanya meminta izin kepada istri yang

dilakukan tetapi seyogyanya juga menahan diri untuk tidak langsung menikah.



